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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan 
pembuktian Keputusan Desa dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dan 
mengetahui hambatan apa saja yang timbul dengan diajukannya Keputusan Desa 
sebagai alat bukti serta mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif. 
Jenis data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh 
dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan 
Negeri Sragen, dan melalui berkas perkara No. 40/ Pdt/ G/ 1984/ PN.Srg., serta 
melalui studi kepustakaan dengan menggunakan literatur-literatur, himpunan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hasil penelitian yang 
berwujud laporan maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian 
yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. 
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dilakukan yaitu : (1) Kekuatan pembuktian Keputusan Desa pada dasarnya  
adalah seperti akta otentik yaitu lengkap dan sempurna bagi kedua belah pihak 
dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya. Dalam 
sengketa perdata No. 40/Pdt/G/1984/PN.Srg yang mengajukan Keputusan Desa 
sebagai alat bukti, dalam sidang Pengadilan Negeri Sragen dimenangkan oleh 
Penggugat karena hakim menilai bahwa Keputusan Desa tertanggal 26-3-1942 
No. 2 bagian I hal lumuntonya sanggan Joikromo yang telah meninggal dunia 
patok 125 erf 205, bukti P.II dan P.III adalah tidak lengkap dan sempurna seperti 
akta otentik. Keputusan Desa tersebut tidak memenuhi syarat untuk disebut 
Keputusan Desa, sehingga dalam proses pemeriksaan sengketa perdata ini hakim 
mengesampingkan Keputusan Desa tersebut. (2) Hambatan yang timbul dengan 
diajukannya Keputusan Desa sebagai alat bukti dan solusi untuk mengatasi 
hambatan tersebut diantaranya adalah telah meninggalnya Perangkat Desa yang 
membuat Keputusan Desa dan tidak adanya masyarakat setempat yang turut 
menyaksikan pembuatan Keputusan Desa tersebut, ketika Keputusan Desa 
tersebut diajukan sebagai alat bukti di persidangan, maka mereka tidak bisa 
dijadikan saksi  mengenai Keputusan Desa yang dimaksud. Untuk mengatasinya 
hakim dapat menggunakan keyakinannya untuk menilai apakah nama yang tertera 
dalam Keputusan Desa tersebut merupakan pemilik atas tanah yang menjadi 
sengketa. Keputusan Desa yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat Keputusan 
Desa, yaitu berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual 
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata, tetapi hanya bersifat catatan saja. Untuk mengatasi hambatan tersebut 
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Pejabat yang berwenang untuk itu harus lebih berhati-hati dalam membuat 
Keputusan Desa yang memenuhi syarat. Dengan berlakunya Undang-undang 
Pokok Agraria (UUPA) yang mengharuskan peralihan atas hak tanah yang 
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, para pihak  tidak tahu peraturan 
tersebut. Untuk mengatasinya perlu diadakan penyuluhan hukum yang sifatnya 
terpadu yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional, sehingga masyarakat 
akan mengerti pentingnya sertifikat, dan sosialisasi ke desa-desa melalui 
perangkat daerah untuk mengiventarisasi tanah mereka di kantor pertanahan guna 
menjamin tertib hukum dan kepastian atas hak tanah, apabila suatu saat nanti 
terjadi sengketa tentang kepemilikan hak atas tanah, maka sudah mempunyai alat 
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A. Latar Belakang Masalah 
  Manusia diciptakan Tuhan sebagai mahkluk yang paling sempurna di 
antara ciptaan Tuhan yang lain. Sebagai kodratnya manusia harus hidup 
bermasyarakat, berhubungan satu sama lain. Hubungan itu dapat kita jumpai 
dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dalam proses jual beli, hutang-
piutang, perkawinan, pewarisan dan lain sebagainya. Setiap manusia 
diciptakan dengan kehendak yang bebas. Individu yang satu dengan yang lain 
pasti mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan 
tersebut dapat menimbulkan suatu persoalan atau perselisihan. 
  Persoalan mengenai pewarisan adalah suatu hal yang senantiasa akan 
menyertai kehidupan manusia. Setiap orang tua pasti akan selalu berusaha 
memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, dengan harapan mereka dapat hidup 
lebih layak. Permasalahan mengenai pewarisan dapat diselesaikan secara baik-
baik dalam satu keluarga, tetapi tidak jarang masalah pewarisan akan 
berkembang menjadi perselisihan, karena tidak ada kesepakatan diantara para 
pihak. 
  Campur tangan dari pihak lain diperlukan untuk dapat menyelesaikan 
perselisihan tersebut. Pemimpin masyarakat dan para tokoh masyarakat 
biasanya akan berusaha membantu menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui 
musyawarah desa atau lebih dikenal dengan istilah ”Rembug Desa”, apabila 
perdamaian yang diusahakan oleh pemimpin masyarakat tidak membuahkan 
hasil, maka perselisihan akan dibawa ke pengadilan untuk diperiksa dan 
diselesaikan oleh majelis hakim. 
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  Dalam hukum acara perdata, suatu sengketa baru dapat diperiksa dan 
diselesaikan oleh hakim apabila sengketa tersebut diajukan oleh pihak yang 
berkepentingan ke pengadilan. Inisiatif dari pihak yang berkepentingan untuk 
mengajukan ke pengadilan memang sangat diperlukan supaya sengketa 
tersebut dapat diselesaikan. Tanpa adanya inisiatif dari pihak Penggugat, maka 
hakim tidak akan ikut campur atau tidak akan memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan sengketa tersebut. 
  Dalam mengajukan gugatan, Penggugat sebelumnya harus 
mengetahui apakah Pengadilan Negeri dimana gugatan itu diajukan 
berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan tersebut seperti yang 
tercantum dalam Pasal 118 HIR / 142 Rbg. Gugatan tersebut akan diproses 
sesuai dengan prosedur yang ada, apabila Pengadilan Negeri dimana gugatan 
tersebut diajukan berwenang. Hakim dalam memeriksa gugatan akan 
mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk menentukan hal-hal yang 
penting dan yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, 
hakim akan berusaha menemukan peristiwanya. Hakim akan segera 
menjatuhkan putusannya sesuai dengan tuntutan dari penggugat, apabila 
hakim telah mengetahui peristiwa yang terjadi dan telah menemukan 
hukumnya.  
  Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir dan kemudian 
mengkonstituir suatu perkara. Hal yang dikonstatir adalah peristiwa yang 
terjadi, kemudian peristiwa ini harus dikwalifisir. Hakim harus mengenal 
hukum disamping peristiwanya. Tentang hukumnya tidak perlu diberitahukan 
kepada hakim oleh para pihak dan tidak perlu pula untuk dibuktikan. Hakim di 
anggap tahu akan hukumnya ( Ius Curia Novit ). Sumber untuk menemukan 
hukum bagi hakim menurut Sudikno Mertokusumo : Perundang-undangan,  
hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan 
( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 124 ). 
  Tujuan dari ke dua belah pihak yang berperkara yaitu untuk 
mendapatkan putusan dari pengadilan sebagai bentuk penyelesaian dari suatu 
sengketa yang terjadi. Para pihak sama-sama menginginkan putusan yang 
dijatuhkan itu sesuai dengan tuntutannya masing-masing. Untuk dapat 
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menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengetahui peristiwa yang 
telah dibuktikan kebenarannya. Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata, 
hal yang harus dibuktikan adalah segala sesuatu yang menjadi sengketa, yaitu 
segala sesuatu yang didalilkan oleh salah satu pihak tetapi disangkal oleh 
pihak lawan. Berdasarkan Pasal 163 HIR, dapat disimpulkan bahwa ke dua 
belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat harus membuktikan. Masing-
masing pihak berusaha untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang 
dikemukakan kepada hakim.  
  Menurut Pasal 164 HIR jo Pasal 284 Rbg, macam-macam alat bukti 
antara lain : Surat atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. 
HIR mengakui alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. 
Alat bukti yang utama adalah surat atau tulisan. Surat atau tulisan dibedakan 
menjadi dua, yaitu akta dan bukan akta. Akta adalah suatu tulisan yang 
memang sengaja dibuat sebagai alat bukti. Akta dibedakan menjadi akta 
otentik dan akta di bawah tangan.  
  Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi 
kedua belah pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak 
daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih dapat dilumpuhkan 
oleh alat bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik merupakan alat bukti 
dengan kekuatan pembuktian bebas (M. Nur Rasaid, 2003 : 38). 
  Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempurna seperti akta otentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut 
diakui oleh orang yang bersangkutan. Terhadap pihak ketiga akta di bawah 
tangan merupakan bukti bebas. Tentang surat-surat lainnya yang bukan akta 
dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian bebas yang 
sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim 
 Putusan Desa sebagai salah satu sumber menemukan hukum bagi 
hakim, diatur secara tertulis dalam Pasal 120a HIR (Pasal 143a Rbg). Makna 
Pasal 120a HIR ( Pasal 135a (1) HIR ), bahwa putusan desa berisi keputusan 
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dengan alasan-alasan keputusan. Putusan Desa merupakan penetapan 
administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga 
peradilan yang sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, 
sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak wenang untuk 
menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya (Sudikno 
Mertokusumo, 2002 : 195-196). 
Dengan diajukannya Keputusan Desa sebagai alat bukti surat, maka 
Keputusan Desa mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik, yaitu 
mempunyai kekuatan pembuktian lengkap dan sempurna bagi para pihak, ahli 
waris dan orang yang diberi hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik 
masih juga dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan. Terhadap pihak ketiga 
akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu 
bahwa pernilainnya diserahkan kepada pertimbangan hakim 
Hakim dalam menjatuhkan putusan biasanya berisi perintah kepada 
pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, 
menegaskan suatu keadaan hukum, ataupun meniadakan/ menimbulkan 
keadaan hukum baru. Putusan hakim itu sendiri  menurut Pasal 185 ayat 1 
HIR (Pasal 196 ayat 1 Rbg) dibedakan menjadi dua, yaitu putusan akhir dan 
putusan  yang bukan putusan akhir.  
Dengan diputusnya suatu sengketa perdata maka jelaslah kedudukan 
para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat. Suatu putusan hakim baru 
dapat dilaksanakan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu 
apabila para pihak sudah menerima putusan dan tidak mengajukan upaya 
hukum. Para pihak masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum, baik 
upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan kembali. Setelah putusan 
dijatuhkan dan selama jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak 
melakukan upaya hukum maka putusan tersebut langsung bisa dilaksanakan 
karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht Van 
Gewijsde ).  
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 Berdasarkan alasan tersebut peneliti ingin mengetahui apa saja yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya 
mengenai seberapa besar kekuatan pembuktian Keputusan Desa dalam proses 
pemeriksaan sengketa perdata. Hambatan-hambatan yang timbul dengan 
diajukannya Keputusan Desa sebagai alat bukti, serta bagaimana upaya-upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut merupakan hal 
yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti 
mengambil judul ”ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN 
KEPUTUSAN DESA DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA 
PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)”. 
B. Perumusan Masalah 
 Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka perlu 
dirumuskan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, sehingga akan 
memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan mencapai tujuan yang 
diharapkan.  
 Adapun masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana kekuatan pembuktian Keputusan Desa dalam proses 
pemeriksaan sengketa perdata ? 
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam proses pemeriksaan sengketa 
perdata dengan diajukannya Keputusan Desa sebagai alat bukti dan 
bagaimana solusinya ? 
C. Tujuan Penelitian 
        Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan tertentu. 
Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut : 
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1.  Tujuan Obyektif    
a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan Keputusan Desa dalam proses 
pemeriksaan sengketa perdata 
b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam proses 
pemeriksaan sengketa perdata dengan diajukannya Keputusan Desa 
sebagai alat bukti dan untuk memberikan solusi dalam mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut.   
 2.  Tujuan Subyektif 
  a.  Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam bidang hukum acara 
perdata, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan dalam sengketa perdata dengan diajukannya Keputusan Desa 
sebagai alat bukti.  
  b. Untuk penyusunan penulisan hukum guna melengkapi tugas dan 
memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
D. Manfaat Penelitian 
 1.  Manfaat Teoritis 
 Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan 
membandingkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. 
 2.  Manfaat Praktis 
a.   Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti 
b.  Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh. 
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E. Metode Penelitian 
     Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, 
namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan 
kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto.  
1986:5). 
Penelitian adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mempelajari satu 
atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan 
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh 
fakta tersebut (Soerjono Soekanto, 1986:2). 
  Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian 
        Penelitian penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian empiris, 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder pada 
awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 
primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986: 
52 ). 
2. Sifat Penelitian 
  Ditinjau dari sifatnya, penelitian hukum ini termasuk dalam 
penelitian diskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian diskriptif 
adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksud dari 
penelitian diskriptif ini adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, 
atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 
1986 :10). Metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan 
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melukiskan tentang pemeriksaan kekuatan pembuktian Keputusan Desa 
dalam proses pemeriksaan sengketa perdata berdasarkan fakta-fakta yang 
tampak sekarang. 
3.  Lokasi Penelitian 
        Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pengadilan 
Negeri Sragen. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil pra penelitian 
bahwa di Pengadilan Negeri Sragen telah melaksanakan proses 
pemeriksaan sengketa perdata yang mengajukan Keputusan Desa sebagai 
alat bukti.  
 4. Pendekatan Penelitian 
   Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif merupakan tata 
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang 
dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata 
(Soerjono Soekanto, 1986:32). Penelitian hukum ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara penjabaran data yang berupa hasil 
wawancara dengan hakim Agustinus Setya W, S.H. di Pengadilan Negeri 
Sragen, dan berkas perkara Nomor 40/Pdt/ G/1984/PN.Srg.  
5.  Jenis Data 
 Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari : 
a. Data primer 
      Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. Adapun data 
primer berupa hasil wawancara dengan hakim Agustinus Setya W, 
S.H. di Pengadilan Negeri Sragen, sehingga diharapkan agar hasil 





b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung dari obyeknya tetapi melalui sumber lain. Data sekunder 
peneliti peroleh melalui bahan hukum primer berkas perkara Nomor 
40/Pdt/G/1984/PN.Srg serta melalui studi kepustakaan berupa buku-
buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil 
penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, 
teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan 
kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  
6. Sumber Data 
          Sumber data merupakan subyek dimana data diperoleh. Dalam 
penelitian ini sumber data meliputi : 
a. Sumber Data Primer  
 Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh 
langsung dari para pihak yang berkaitan langsung dengan masalah 
yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu hakim 
Agustinus Setya W, S.H. di Pengadilan Negeri Sragen.  
b. Sumber Data Sekunder  
        Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta 
yang secara tidak langsung diperoleh. Sumber data sekunder dalam 
penelitian hukum ini berupa berkas perkara No. 
40/Pdt/G/1984/PN.Srg dari Pengadilan Negeri Sragen dalam sengketa 
tanah warisan. Selain itu sumber data sekunder lainnya berasal dari 
bahan-bahan kepustakaan, dari beberapa buku-buku referensi, 
dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, 
dan bahan-bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti. 
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7. Teknik Pengumpulan Data 
  Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data 
dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan 
berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah : 
a. Wawancara 
   Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan 
mengadakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui 
percakapan dengan respoden yaitu pihak yang terkait langsung dengan 
obyek yang diteliti. Wawancara yang dimaksud di atas dilakukan 
peneliti dengan hakim Agustinus Setya W, S.H. di Pengadilan Negeri 
Sragen.  
b. Studi Dokumen  
  Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang 
dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content 
analysis” (Soerjono Soekanto, 1986:21). Studi dokumen ini berguna 
mendapat landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-
buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan 
hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. Data terkumpul dari berkas perkara No. 40/Pdt/G/1984/PN.Srg 
8. Teknik Analisis Data 
       Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, 
mengkualifikasikannya, kemudian menghubung-hubungkannya dengan 
teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik 
kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Analisi data kualitatif menurut 
Sutopo adalah upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Model 
analisis yang digunakan peneliti adalah model analisis interaktif yaitu data 
yang terkumpul dianalisa melalui 3 tahap, yaitu : 
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a.  Reduksi Data 
 Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 
data kasar dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung 
terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian, sampai laporan akhir 
lengkap tersusun. 
b.  Sajian Data 
 Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, 
deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan 
penelitian dapat dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi 
kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/ skema, 
jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung 
narasinya. 
c.  Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
   Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses 
pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi 
agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. 
  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan cara penjabaran data yang berupa hasil 
wawancara dengan hakim Agustinus Setya W, S.H di Pengadilan Negeri 
Sragen, dan berkas perkara Nomor 40/Pdt/G/1984/PN.Srg. Data yang 
diperoleh tadi disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan 
reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data, dan seterusnya 




    Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan model analisis interaktif, yang dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
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                                   Penarikan Kesimpulan 
 
Gambar 1. Bagan model analisis kualitatif 
  Model analisis interaktif ini menunjukkan, reduksi dan sajian data 
yang disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari 
sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan 
data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik 
kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat 
dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang 
mantap, karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, 
maka peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang 
sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga 
bagi pendalaman data (HB. Sutopo. 2002: 96 ). 
F. Sistematika Skripsi 
   Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya 
ilmiah, maka peneliti menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun 
sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
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 BAB I PENDAHULUAN 
  Bab I Penulisan Hukum berisi latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metodologi penelitian  dan sistematika penulisan hukum. 
 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam Bab II Penulisan Hukum berisi kerangka teori 
dan kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi tinjauan 
tentang proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan 
Negeri, tinjauan tentang pembuktian meliputi tinjauan 
tentang pengertian pembuktian, asas-asas pembuktian, beban 
pembuktian, macam-macam alat bukti, tinjauan tentang 
keputusan desa, dan tinjauan tentang putusan hakim meliputi 
tinjauan tentang pengertian putusan hakim, macam dan sifat 
putusan hakim, putusan yang berkekuatan hukum tetap, 
susunan dan isi putusan hakim, melaksanakan putusan hakim 
(eksekusi). 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab III berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari 
wawancara dengan hakim dan berkas sengketa perdata, juga berisi 
mengenai pembahasan yang dilakukan terhadap data yang 
diperoleh, dihubungkan dengan teori, tinjauan pustaka dan tujuan 
penelitian. Pembahasan meliputi : 
1. Kekuatan pembuktian Keputusan Desa dalam proses 
pemeriksaan sengketa perdata. 
2. Hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan sengketa 
perdata dengan diajukannya Keputusan Desa sebagai alat bukti 
dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. 
BAB IV  PENUTUP 
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  Bab IV merupakan bagian akhir dari penelitian yang 
berisikan simpulan-simpulan yang diambil berdasarkan hasil 
penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan 
tersebut.  










Tinjauan tentang Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri. 
     Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang 
didampingi oleh hakim anggota dan panitera, membuka sidang dan 
menyatakan sidang terbuka untuk umum. Terhadap asas terbuka untuk 
umum ini ada pengecualiannya yaitu, apabila undang-undang menentukan 
lain atau berdasarkan alasan-alasan penting menurut hakim yang dimuat 
dalam berita acara atas perintahnya. Dalam hal ini maka pemeriksaan 
dilakukan dengan pintu tertutup (Nur Rasaid, 2003 : 34). 
     Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka ke 
dua belah pihak, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk. Pemeriksaan 
perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kedua 
belah pihak harus didengar bersama, kedua belah pihak harus 
diperlakukan sama (audi et alteram partem), apabila pihak sebelumnya 
tidak menguasakan kepada seorang wakil, maka dimuka sidang pertama 
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disebut. Mereka dapat menguasakan secara lisan kepada seorang wakil, 
hal mana harus dicatat di dalam berita acara. HIR tidak mewajibkan 
kepada para pihak untuk beracara dengan diwakili oleh seorang kuasa 
(Sudikno Mertokusumo,  2002 : 121). 
     Selanjutnya hakim akan mengusahakan perdamaian diantara para 
pihak, jika berhasil maka dibuat akta perdamaian, jika tidak berhasil hal 
itu harus dimuat dalam berita acara, kemudian mulailah dengan 
membacakan surat gugatan. Atas gugatan Penggugat, Tergugat diberi 
kesempatan untuk memberikan jawaban dimuka pengadilan, baik secara 
lisan maupun tertulis, apabila proses berlangsung secara tertulis, maka 
terhadap jawaban Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk 
memberikan tanggapannya yang disebut replik. Terhadap replik dari 
Penggugat, Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut 
duplik. 
     Sekiranya suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada hari sidang 
pertama, maka pemeriksaan diundurkan pada hari lain, diusahakan sedapat 
mungkin waktunya tidak lama sesudah sidang pertama dan begitu 
seterusnya. Pada prinsipnya pengunduran sidang hanya diperbolehkan, 
apabila ada alasan yang sangat mendesak (Pasal 159 ayat (4) HIR). 
Penundaan sidang secara ex officio pun hakim tidak boleh mengundurkan 
sidang kalau tidak sangat perlu, tetapi dalam praktek terjadi penundaan 
sidang atas permintaan dari para pihak atau secara ex officio tanpa adanya 
alasan yang sangat mendesak. Kalau jawab-menjawab antara Penggugat 
dan Tergugat telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka 
jawab menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim, lalu 
mulailah dengan acara pembuktian. 
2.   Tinjauan Tentang Pembuktian 
   a.  Pengertian Pembuktian 
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Dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa perdata, hakim 
harus tahu hukumnya supaya putusan yang dijatuhkan tepat. Supaya 
putusan yang dijatuhkan itu tepat maka selain hakim tahu akan 
hukumnya, juga harus tahu kebenaran suatu peristiwa dan 
mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya peristiwa hukum 
yang diajukan kepadanya.  
Pembuktian adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui 
kebenaran suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di 
persidangan. Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang 
menjadi perselisihan (peristiwanya), yaitu segala apa yang diajukan 
oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak lain (M. Nur Rasaid, 
2003: 37). 
Menurut Soeparmono, maksud dari ”membuktikan” dari pihak 
Penggugat maupun pihak Tergugat itu berarti memberi fakta-fakta 
sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan kepada 
Hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutannya sebagaimana dalam 
gugatan Penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil 
sangkalan/ bantahannya dari Tergugat ( Soeparmono, 2000 : 87). 
Pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi hakim 
untuk menjatuhkan suatu putusan, apabila Penggugat tidak berhasil 
untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, 
maka gugatannya akan ditolak sedangkan, apabila berhasil gugatannya 
akandikabulkan (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 
2002 : 58 ).  
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Menurut Sudikno Mertokusumo “membuktikan” mengandung 
beberapa pengertian, antara lain : 
1)   Membuktikan dikenal dalam arti logis 
 Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat 
mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan 
adanya bukti lawan. 
2)   Membuktikan dikenal dalam arti konvensionil 
 Di sini membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja 
bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau 
relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan : 
a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena 
didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif 
dan disebut conviction intime 
b)   Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh 
karena itu disebut conviction raisonnee. 
 3)   Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. 
       Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya 
pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang 
serta menutup kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi 
merupakan pembuktian yang konvensionil yang bersifat khusus. 
Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak 
yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan 
demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada 
kebenaran mutlak, masih dimungkinkan pembuktian lawan. 
Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang 
cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan 
guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 
diajukan. Menurut Suyling dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, 
membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian 
kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak 
tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-
persangkaan dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti 
pada pengakuan dan sumpah ( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 127-
129 ).   
  b.  Asas-asas Pembuktian                                                                                                                                                                                                                                 
    Menurut Sudikno Mertokusumo ada empat asas 
pembuktian : 
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1)   Audi et Alteram Partem 
 Para pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan yang 
sama dan seimbang dalam mengajukan pembuktian. 
2)   Actori Incumbit Probatio 
 Siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani pembuktian. 
Mendasarkan pada pembuktian yuridis artinya apa yang 
nampaknya ada secara sah, harus dianggap benar. 
3)   Asas kesamaan dalam memutus perkara 
 Artinya perkara perdata yang sejenis, sebaiknya diperiksa dan 
diputus dengan putusan yang sama. 
4) Actor Sequitor Forum Rei 
Selama gugatan belum terbukti Tergugat harus dianggap benar 
sebagai pihak yang benar, sehingga kepentingannya harus 
dilindungi ( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 10-15 ). 
Menurut Achmat Ali, ada beberapa asas pembuktian, yaitu : 
1)   Audi et Alteram Partem 
 Pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan dan perlakuan 
yang sama dan seimbang dalam mengajukan bukti-bukti atau 
membantah bukti-bukti. 
2)  Ius Curia Novit 
Pihak tidak boleh dibebani dengan pembuktian yang menyangkut 




3)  Actor Sequitor Forum Rei 
Penggugat harus membuktikan kebenaran dasar gugatannya di 
tempat tinggal Tergugat, karena kebenaran gugatan penggugat 
belum terbukti. 
4)  Actori Incumbit Probatio 
Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atau menyebutkan 
peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak 
orang lain, maka ia harus membuktikan. 
5)  Ne Ultra Petita 
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Hakim tidak boleh membebani pembuktian kepada pihak melebihi 
apa yang dituntut. 
6)  Negativa Non Sunt Probanda 
Sesuatu yang negatif tidak dapat dibuktikan secara langsung. 
7)  Nemo Testis Indoneus in Propia Causa 
Pihak yang bersengketa tidak mungkin menjadi saksi atas 
perkaranya sendiri. 
8)  Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Insehebat 
Seseorang tidak mungkin mengalihkan sesuatu yang melebihi 
haknya. 
      9)  Unus Testis Nulus Testis 
Satu saksi bukan bukti. 
    10)  Similia Similibus 
Suatu perkara dengan pembuktian yang sama harus diputus sama. 
11)  Testimoniuum de Auditu. 
Kesaksian yang berasal dari orang lain bukan merupakan alat bukti 
(Achmad Ali, et. Al : 2003). 
  c.    Beban Pembuktian 
Pasal penting yang mengatur tentang pembuktian adalah Pasal 
163 HIR, Pasal ini mengatur ”Barang siapa menyatakan mempunyai 
suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan 
haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan 
hak itu atau adanya perbuatan itu”. 
Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian 
adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban 
pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak sebelah, karena 
suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah akan 
menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat ke 
dalam suatu kekalahan (Subekti, 1998 : 83-84). 
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Dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak yang diberi 
kewajiban hakim untuk membuktikan sesuatu hal ternyata tidak dapat 
membuktikan, maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu akan 
dikalahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan pihak 
yang berperkara agar jangan sampai dirugikan ( Teguh Samudera, 
1992: 21 ).  
Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa ke dua belah 
pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan 
pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang 
diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan 
bantahannya (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 134). Dapat disimpulkan 
bahwa kedua pihak yaitu baik penggugat maupun tergugat yang harus 
membuktikan.  
Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang wajib 
membuktikan adalah kedua belah pihak, tetapi yang menilai 
pembuktian tersebut adalah Majelis Hakim. Majelis Hakim akan 
menilai apakah dengan pembuktian yang diajukan, suatu peristiwa 
telah terbukti atau tidak. Dalam menilai pembuktian ada tiga teori, 
yaitu : 
1).  Teori Pembuktian Bebas 
        Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang 
mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat 
diserahkan  kepadanya. 
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2).  Teori Pembuktian Negatif 
       Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang 
mengikat, yang  bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus 
membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu 
yang berhubungan dengan pembuktian. 
3)  Teori Pembuktian Positif 
          Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, jadi 
hakim diwajibkan tetapi dengan syarat. Dalam arti di samping ada 
larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim 
untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan pembuktian. 
( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 133-134 ). 
  d.    Macam-macam Alat Bukti 
  Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata menurut Pasal 
164 HIR,  Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1886 KUHPerdata antara lain: 
1) Bukti Surat atau tulisan 
Mengutip pendapatnya Pitlo dalam bukunya Teguh 
Samudera, yang dimaksud dengan surat adalah pembawa tanda 
bacaan yang berarti, menterjemahkan suatu isi pikiran. Menurut 
Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Teguh Samudera surat 
adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan 
buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. 
Teguh Samudera juga memberikan definisi tentang surat, yaitu suatu 
pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-
tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda (Teguh Samudera, 
1992: 37). 
 Dalam proses sengketa perdata bukti surat atau tulisan 
merupakan bukti yang paling penting dan utama. Surat sebagai alat 
bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan bukan 
akta. Akta sendiri masih dibagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan 
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dan akta di bawah tangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta 
adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang 
memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang 
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Sudikno 
Mertokusumo, 2002 : 142 ). 
Pasal 165 HIR memuat definisi akta otentik, yang mengatur 
sebagai berikut : ” Akta otentik, yaitu surat yang diperbuat oleh atau 
dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, 
mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak, dan 
ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, 
yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga 
tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, 
tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan 
itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu”. Akta yang 
tidak dibuat secara demikian adalah akta di bawah tangan, misalnya 
surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi, dan sebagainya, yang 
dibuat oleh bersangkutan sendiri ( Retnowulan Sutantio dan 
Iskandar Oeripkartawinata, 2002 : 65 ).  
Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 
KUHPerdata) akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi 
kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat 
hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih dapat 
dilumpuhkan oleh alat bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta 
otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, 
yaitu bahwa pernilainnya diserahkan kepada pertimbangan hakim ( 
Sudikno Mertokusumo, 2002 : 148). 
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Berdasarkan Pasal 165 HIR (Pasal 2825 Rbg, Pasal 1868 
KUHPerdata) dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi 
menjadi dua yaitu: 
a)  Akta yang dibuat oleh pejabat (acte ambtelijk, procesuer baal 
acte), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 
wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan 
apa yang dilihat serta apa yang dilakukanya. Jadi inisiatifnya 
tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta 
itu. 
b) Akta yang dibuat oleh pihak (partijakte) merupakan akta yang 
dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, 
adalah akta dengan mana pejabat menerangkan juga apa yang 
dilihat serta dilakukannya. Partijakte ini dibuat oleh pejabat atas 
permintaan pihak-pihak yang berkepentingan (Sudikno 
Mertokusumo, 2002 :  148). 
Keputusan Desa Sebagai Alat Bukti 
Dalam sengketa kepemilikan tanah, para pihak akan 
menyerahkan tanda bukti hak masing-masing baik yang berupa surat 
bukti sertifikat tanah atau jika tanahnya belum didaftar akan 
menyerahkan surat bukti zegel tanah dalam rangka guna 
meneguhkan dalil gugatan/ dalil bantahan masing-masing pihak. 
Kepada hakimlah yang akan memberikan penilaian berdasarkan 
pemeriksaan yang teliti ditambah dengan bukti-bukti lain antara lain 
keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya menurut Hukum 
Pembuktian. 
Putusan Desa sebagai salah satu sumber menemukan hukum 
bagi hakim, diatur secara tertulis dalam Pasal 120a HIR (Pasal 143a 
Rbg). Putusan Desa merupakan penetapan administratif oleh hakim 
perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga peradilan yang 
sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, sehingga 
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hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak wenang untuk 
menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya 
(Sudikno Mertokusumo, 2002 : 195-196). 
Pasal 120a (1) HIR mengatur bahwa : ”Jika tuntutan yang 
dimasukkan mengenai suatu perkara pengadilan, yang telah 
diputuskan oleh hakim desa, maka si Penggugat menyebutkan isi 
keputusan itu dalam tuntutannya, kalau dapat, salinan keputusan itu 
diberikan juga”. Makna Pasal 120a HIR ( Pasal 135a (1) HIR ), 
bahwa Keputusan Desa berisi keputusan dengan alasan-alasan 
keputusan.  
Dalam praktek, hakim sering memandang berfaedah adanya 
putusan hakim perdamaian desa terutama dalam soal perkara tanah. 
Bagi hakim putusan tersebut merupakan salah satu sumber penting 
untuk mengetahui bagaimana isi peraturan hukum adat tentang soal 
yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak ( Soepomo, 2002 : 
57). 
Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 
1958 Majalah Hukum No. 7-8 tahun 1958 juga menyatakan bahwa 
keputusan desa tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri oleh 
karena keputusan Perdamaian Desa tentang sawah merupakan bukti 
yang kuat bagi mereka yang dalam putusan desa dianggap sebagai 
yang berhak atas sawah itu dan hanya dapat diruntuhkan oleh 
pembuktian lawan yang kuat. Rubini juga menyatakan ”Suatu 
Keputusan Adat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan 
Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada 
alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri dapat 
menyimpang dari keputusan tersebut dan dalam hal ini alasan 
hukum yang kuat ialah fakta yang terbukti di persidangan” ( I. 
Rubini, et. Al,1977: 306-307). 
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Dalam buku Kumpulan Mahkamah Agung Mengenai 
Hukum Adat, khususnya mengenai Keputusan Desa tentang sawah 
menyatakan bahwa : 
(1)  Putusan Desa tentang sawah tidak dapat dibatalkan oleh 
Pengadilan Negeri. 
(2)  Semua Putusan Desa tentang sawah merupakan bukti yang amat 
kuat bagi mereka yang dalam Keputusan Desa tersebut dianggap 
sebagai pihak yang berhak atas sawah tersebut, dan hanya dapat 
diruntuhkan dengan suatu pembuktian melawan (tegenbewijs) 
yang sangat kuat (Subekti dan J. Tamara, 1961: 180). 
Dalam Pasal 120a HIR, mewajibkan penggugat untuk 
memberitahukan isi putusan hakim perdamaian desa di dalam 
gugatannya, apabila perkara telah diputus oleh hakim perdamaian 
desa tersebut. Jika mungkin, salinan putusan tersebut hendaknya 
dilampirkan dalam gugatan. Menurut Pasal 135a ayat 1 HIR, hakim 
harus menyelidiki apakah terhadap gugatan yang akan diperiksa, 
telah ada putusan hakim perdamaian desa, jika ada bagaimana isi 
putusan serta alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar bagi putusan 
tersebut, apabila tidak ada putusan hakim perdamaian desa, 
sedangkan hakim memandang putusan tersebut akan berfaedah, 
maka hakim akan menunda pemeriksaan perkara, sampai hari yang 
akan ditentukan kemudian. Perihal tersebut diberitahukan kepada 
penggugat dan penggugat menerima surat keterangan, sehingga ia 
akan dapat minta putusan kepada hakim perdamaian sebagai yang 
dikehendaki oleh hakim (Pengadilan Negeri). Setelah hakim 
perdamain desa memberi putusan, maka penggugat memberitahukan 
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putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri, apabila ia ingin 
melanjutkan pemeriksaan gugatannya oleh hakim. 
Dalam dua bulan setelah penggugat memajukan perkaranya 
kepada hakim perdamaian desa, hakim perdamaian belum memberi 
putusan, maka atas permintaan penggugat, Pengadilan Negeri akan 
melanjutkan pemeriksaannya. Hakim akan menyelidiki sebab-
sebabnya hakim perdamaian desa tidak memberi putusan. Jikalau 
keterangan pihak penggugat kurang mencukupi, maka hakim akan 
melakukan penyelidikan, atas kekuasaan jabatannya. Apabila, 
penggugat sebenarnya tidak memajukan perkaranya kepada hakim 
perdamaian desa, maka gugatannya dianggap gugur (Pasal 135 ayat 
2, 3, 4 dan 5 HIR)  
Di suasana Pengadilan Adat, di mana sama sekali tidak ada 
peraturan undang-undang tentang pembuktian dengan surat, hakim 
bebas dalam menilai kekuatan bukti dari surat-surat, baik yang 
bersifat akta maupun yang bukan akta. Surat yang bukan akta yang 
dimaksud, yaitu surat yang dibuat di hadapan kepala desa dengan 
tidak ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan serta tidak 
diperkuat oleh keterangan notaris ( Soepomo, 2002 : 81-82). 
Pasal 19 UUPA merupakan dasar hukum dari pendaftaran 
tanah/ pendaftaran hak atas tanah, termasuk tanah-tanah dengan 
status milik adat. Melalui pendaftaran inilah maka status tanah milik 
adat tersebut berubah menjadi hak milik sebagaimana diatur dalam 
UUPA. Dengan terbitnya sertifikat tanah atas tanah-tanah milik adat, 
disamping membawa kepastian hukum terhadap pemegangan hak 
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atas tanah-tanah milik adat (merubah statusnya menjadi hak milik 
menurut UUPA). 
Pendaftaran tanah adalah dalam rangka guna memperlancar 
pembuktian beralihnya suatu hak atas tanah, karena dengan 
didaftarkan haknya akan berlaku umum. Berdasarkan keputusan 
Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1975 No. 459 K/Sip/ 
1975 menegaskan bahwa: ”Mengingat stelsel negatif tentang 
register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka 
terdaftarnya nama seseorang dalam register bukanlah berarti absolut 
menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat 
dibuktikan oleh pihak lain. Dengan demikian pendaftaran tanah 
adalah bersifat administratif” (Bachtiar Effendie, 1983 :  84). 
Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan pembuktian dari 
akta otentik ada tiga, yaitu:  
a)  Kekuatan pembuktian lahir  
Sebagai asas berlaku acta publica probant sese ipsa, yang 
berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta 
otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, 
maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, 
sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan 
pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian 
sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang 
mempersoalkan otentik tidaknya (authenticity). Beban 
pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur 
dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, Pasal 148 Rv). Kekuatan 
pembuktian lahirnya berlaku bagi kepentingan atau keuntungan 
dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak 
saja. 
b)  Kekuatan pembuktian formal 
   Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran 
daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini 
adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan 
pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. 
Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat 
akta dibuat serta keaslian tanda tangan. 
 
c)  Kekuatan pembuktian material 
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Akta pejabat (akta ambtelijk) tidak lain hanya untuk 
membuktikan kebenaran apa yang dilihatnya dan dilakukan oleh 
pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan para pihak 
bersangkutan, maka itu hanya berarti bahwa telah pasti bahwa 
pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas daripada 
kebenaran isi keterangan tersebut. Disini pernyataan dari para 
pihak tidak ada. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa 
akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun, maka 
pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan 
pembuktian material. Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh 
para pihak (akta partij) bagi para pihak dan mereka yang 
memperoleh hak daripadanya merupakan bukti sempurna. 
Semua kata partij mempunyai kekuatan pembuktian material. 
Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan 
pembuktian material ini diserahkan kepada pertimbangan hakim 
( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 153-154). 
Di dalam Pasal 1881 KUHPerdata (Pasal 294 Rbg) dan Pasal 
1883 KUHPerdata (Pasal 297 Rbg) diatur secara khusus beberapa 
surat – surat di bawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar 
(register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang 
dibubuhkan oleh seorang kriditur pada suatu alas hak yang 
selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian daripada surat-surat 
yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 
1881 ayat 2 KUHPerdata, Pasal 294 ayat 2 Rbg). Catatan mengenai 
tanah dalam buku letter C tidak mempunyai kekuatan bukti yang 
mutlak bahwa nama yang tercantum didalamnya adalah pemilik, 
melainkan masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan ( Sudikno 
Mertokusumo, 2002 : 156-157).  
  2) Bukti Saksi 
 Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR ( 
Pasal 165-179 Rbg), Pasal 1895 dan 1902-1912 KUHPerdata. 
Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di 
persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan 
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah 
satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.  
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Terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai 
saksi serta wajib memberi kesaksian, ada beberapa pengecualiannya, 
yaitu: 
a) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi 
    (1)  Yang termasuk tidak mampu secara mutlak 
    (a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut 
keturunan yang lurus dari salah satu pihak. 
    (b) Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah 
bercerai 
    (2) Yang termasuk tidak mampu secara relatif 
    (a)  Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun 
     (b) Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang. 
b) Ada segolongan orang yang atas permintaannya sendiri 
dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. 
Menurut Pasal 146 (1) HIR yang boleh mengundurkan diri untuk 
memberi kesaksian adalah : 
(1) saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan 
ipar perempuan dari salah satu pihak: 
(2) keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus, dan saudara 
laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu 
pihak.: 
(3) semua orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau 
jabatan syah diwajibkan menyimpan rahasia; misalnya : 
dokter, Notaris, Apoteker, dan lain- lain. 
Ada tiga kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi, 
yaitu 
(a)  Kewajiban untuk menghadap di Persidangan 
(b)  Kewajiban untuk bersumpah  
(c)  Kewajiban untuk memberikan keterangan 
     ( Soeparmono, 2000 : 100-101) 
  3)  Persangkaan 
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    Persangkaan diatur dalam Pasal 172 HIR, Pasal 310 Rbg, 
dan Pasal 1915-1922 KUHPerdata. Persangkaan adalah kesimpulan 
yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau 
peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. 
Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-
undang ( Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002 
: 77 ). 
 Menurut Pasal 1915 KUHPerdata ada dua macam 
persangkaan, yaitu yang didasarkan atas undang-undang  
(praesumptiones juris) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan 
yang ditarik oleh hakim (praesumptiones facti) (Sudikno 
Mertokusumo, 2002 : 171 ). 
Persangkaan berdasarkan undang-undang, menurut Pasal 
1916 KUHPerdata ialah persangkaan-persangkaan yang oleh 
undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. 
Persangkaan berdasarkan kenyataan (Praesumptiones facti, feitejke 
atau rechterlijke vermoedens) kekuatan pembuktiannya diserahkan 
kepada pertimbangan hakim, yang hanya boleh memperlihatkan 
persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya 
satu sama lain. Berbeda dengan pada persangkaan menurut undang-
undang, maka disini hakim bebas dalam menemukan persangkaan 
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bedasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam 
persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.   
 4)  Pengakuan 
 Ada dua macam pengakuan yang dikenal dalam hukum 
acara perdata, yaitu Pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan 
Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan. Pengakuan yang 
diberikan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna 
terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun 
dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu 
(Pasal 176 HIR, Pasal 311 Rbg). Artinya, ialah bahwa hakim harus 
menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu benar dan meluluskan 
(mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada 
dalil-dalil tersebut ( Subekti, 1989 : 112). 
  Pengakuan di luar persidangan di atur dalam 175 HIR (Pasal 
132 Rbg, Pasal 1927, 1928 KUHPerdata) yang menyatakan bahwa 
kekuatan pembuktian dari pada pengakuan lisan di luar persidangan 
diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1928 KUHPerdata), 
sedangkan Pasal 1927 KUHPerdata menentukan bahwa suatu 
pengakuan lisan di luar persidangan tidak dapat digunakan selain 
dalam hal-hal di mana diijinkan membuktikan dengan saksi ( 
Sudikno Mertokusumo, 2002 : 179). 
  Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan pengakuan di luar 
sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya, 
diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau merupakan bukti 
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bebas. Hal itu berarti, bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan 
pembuktian atau hanya menganggap sebagai bukti permulaan 
(Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002 : 81). 
  Berdasarkan ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi 
tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan klausula, 
dan pengakuan dengan kualifikasi. Adanya pengakuan dengan 
klausula dan kualifikasi, timbul asas pengakuan yang tidak boleh 
dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu) mempunyai kekuatan 
pembuktian yang bersifat sempurna dan bersifat menentukan. 
Berdasarkan Pasal 176 HIR (Pasal 313Rbg, Pasal 1924 
KUHPerdata) bahwa pengakuan tidak boleh dipecah-pecah, 
melainkan harus diterima secara keseluruhan yang merupakan satu 
kesatuan ( Teguh Samudera, 1992: 87). 
 
 5)  Bukti Sumpah 
    Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang 
khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji 
atau keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari Tuhan 
dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang 
tidak benar akan dihukum olehNya (Sudikno Mertokusumo, 2002: 
179). 
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   Dapat disimpulkan adanya dua macam sumpah, yaitu 
sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, 
yang disebut sumpah promossoir dan sumpah untuk memberi 
keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian 
atau tidak, yang disebut sumpah assertoir atau confirmatoir. 
Termasuk sumpah promossoir adalah sumpah saksi dan sumpah 
(saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau 
pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan 
memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang 
sebenarnya, sedangkan sumpah confirmatoir tidak lain adalah 
sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk 
meneguhkan (confirm) suatu peristiwa ( Sudikno Mertokusumo, 
2002 : 179-180). 
   Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR, 
Pasal 182-185, 314 Rbg, dan Pasal 1929-1945 KUHPerdata. Dalam 
HIR menyebutkan tiga macam sumpah yaitu : sumpah pelengkap 
(Suppletoir), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (Decicoir), 
dan sumpah penaksiran ( aestimatoir, schattingseed). 
a)  Sumpah Suppletoir (Pasal 155HIR, Pasal 182 Rbg, Pasal 1940 
KUHPerdata) 
   Sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang 
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu 
pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi 
sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah suppletoir ini 
mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai 
kekuatan pembuktian sempurna yang masih memungkinkan 
adanya bukti lawan (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 180). 
 
b)  Sumpah Penaksiran (aestimatoir, shattingseed) 
Berdasarkan Pasal 155 HIR (Pasal 182 Rbg, Pasal 1940 
KUHPerdata) sumpah penaksiran yaitu sumpah yang 
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat 
untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Kekuatan 
pembuktian sumpah aestimatoir ini sama dengan sumpah 
suppletoir : bersifat sempurna dan masih memungkinkan 
pembuktian lawan (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 182). 
c)  Sumpah Decicoir 
xliv 
   Sumpah decicoir atau pemutus adalah sumpah yang 
dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya 
(Pasal 156 HIR, Pasal 183 Rbg, Pasal 1930 KUHPerdata) pihak 
yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut deferent, 
sedang pihak yang harus bersumpah disebut delaat (Sudikno 
Mertokusumo, 2002 : 182). 
  6) Pemeriksaan Setempat (Decente) 
  Pemeriksaan setempat atau decente ialah pemeriksaan 
mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di 
luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan 
melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang 
memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi 
sengketa. (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 187). Dalam Pasal 211 Rv 
menentukan bahwa pemeriksan setempat dapat diadakan 
berdasarkan putusan, baik atas permintaan para pihak maupun 
karena jabatannya. 
7) Keterangan Ahli (expertise) 
  Keterangan ahli ialah pihak ketiga yang obyektif dan 
bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna 
menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim 
menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh 
pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya 
dimiliki oleh seorang ahli tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 
188). 
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 3.  Tinjauan Tentang Putusan Hakim 
           a.   Pengertian Putusan Hakim 
  Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu 
pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi 
wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara 
para pihak ( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 202 ). 
  Putusan hakim tidak hanya yang diucapkan saja, melainkan juga 
pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian 
diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan baru mempunyai 
kekuatan apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, 
kecuali dalam kasus-kasus tertentu dilaksanakan dalam sidang yang 
tertutup misalnya dalam kasus perceraian.  Akan tetapi putusan hakim 
bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, karena 
masih ada penetapan hakim. 
  Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau 
sengketa, sedangkan suatu penetapan diambil berhubung dengan suatu 
permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan yuridiksi voluntair 
(misalnya pengangkatan wali) atau dalam hal pengadilan (hakim) 
melakukan suatu tindakan yang tidak beradasarkan suatu pemeriksaan 
terhadap dua pihak yang saling berhadapan di mana yang satu dapat 
membantah apa yang diajukan oleh yang lain. Penetapan hari sidang, 
perintah penyitaan, panggilan saksi dituangkan dalam suatu penetapan 




    b.   Macam dan Sifat Putusan Hakim 
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  Menurut sifatnya di kenal tiga macam putusan, yaitu : 
1)  Putusan Declaratoir 
  Putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan 
hukum semata-mata.   
2) Putusan Constitutif 
 Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau 
menimbulkan suatu keadaan hukum baru 
3)  Putusan Condemnatoir 
 Putusan yang menetapkan bagaimana hubungannya suatu keadaan 
hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu 
pihak ( M. Nur Rasaid, 2003: 49-50). 
 Selain putusan tersebut, masih terdapat putusan praeparatoir 
dan putusan interlocutoir ( Pasal 48 Rv ). Putusan praeparatoir adalah 
putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai 
pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir, sedangkan 
putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan 
pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau 
pemeriksaan setempat. Rv juga mengenal putuisan lainnya, yaitu 
putusan insidentil dan putusan provisionil (Pasal 332 Rv ). Di mana 
putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insident, 
yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan 
provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu 
permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan 
tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum 
putusan akhir dijatuhkan (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 223). 
  c.   Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap 
  Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang 
menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk 
menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Dengan 
adanya kekuatan hukum yang pasti putusan tidak dapat diubah lagi, 
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kecuali dengan upaya hukum yang khusus yaitu Peninjauan kembali 
dan perlawanan oleh pihak ketiga. 
 Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 
atau pasti ( in kracht van gewijsde ) mempunyai tiga macam kekuatan, 
yaitu : 
1)  Kekuatan Mengikat (Bindende Kracht) 
  Artinya putusan hakim mengikat kedua belah pihak yang 
berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Putusan yang pasti 
dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim 
dianggap benar ( res yudicata pro veritatae habetur ). 
 2)   Kekuatan Pembuktian ( Bewijsende Kracht ) 
  Artinya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, baik oleh pihak 
yang berperkara maupun pihak ketiga. Sekalipun putusan tidak 
mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. 
  Putusan hakim sebagai dokumen merupakan suatu akta 
otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak 
hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak 
yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar”, artinya terhadap 
pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu 
perkara antara pihak yang disebutkan dalam putusan (Subekti, 
1989 : 128).  
 3)  Kekuatan Untuk Dilaksanakan 
  Artinya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Putusan 
hakim dapat dilaksanakan secara paksa bila perlu dengan bantuan 
alat negara, apabila ada permohonan dari pihak yang dimenangkan 
bahwa pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan  
tersebut dengan sukarela. 
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  Pada azaznya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Pengecualiannya 
ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat 
dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga 
dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai 
kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan 
hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu yang 
mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu 
perbuatan (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002 
: 129 ). 
  Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, berlakunya mengikat pihak yang 
melaksanakan putusan tersebut. Selain mempunyai kekuatan 
mengikat, putusan hakim yang tetap masih mempunyai kekuatan 
hukum dua lagi, yaitu kekuatan pembuktian dan kekuatan untuk 
dilaksanakan. Kekuatan mengikat saja belumlah cukup dan tidak 
berarti, apabila putusan tersebut tidak dapat direalisir atau 
dilaksanakan. Kekuatan untuk dilaksanakan, bila perlu dengan 
bantuan alat negara. Ada pengecualiannya, yaitu putusan yang dapat 
dilaksanakan adalah putusan yang bersifat condemnatoir, yang 
mengandung unsur penghukuman. Terhadap putusan yang dapat 
dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorad ) tidak perlu 
menunggu berkekuatan hukum tetap, karena untuk adanya 
Uitvoerbaar bij Voorad harus memenuhi syarat-syarat yang tidak 
ringan. 
d.  Susunan dan Isi Putusan Hakim  
  Untuk dapat disebut sebagai putusan hakim harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu dalam hal bentuk dan isi dari putusan. Menurut 
Sudikno Mertokusumo, di dalam HIR tidak ada ketentuan yang 
mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanyalah 
tentang apa yang harus dimuat di dalam putusan diatur dalam Pasal 
183, 184, 187 HIR, ( Pasal 194, 195, 198 Rbg), Pasal 4 ayat 1, 25 UU 
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4/ 2004, 27 RO, 61 Rv. Sudikno Mertokusumo juga membagi putusan 
hakim menjadi empat bagian, yaitu : Kepala putusan, identitas para 
pihak,  pertimbangan dan amar. 
 Isi putusan menurut Sudikno Mertokusumo : 
1)   Kepala Putusan 
 Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada 
bagian atas putusan ”Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan 
Yang Maha Esa” (Pasal. 435 Rv). Kepala putusan ini memberi 
kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini 
tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim 
tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (Pasal. 224 HIR, Pasal 
258 Rbg). 
2)   Identitas Para Pihak 
 Sebagaimana suatu perkara atau gugatan itu sekurang-kurangnya 
dua pihak, maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para 
pihak : nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya kalau 
ada. 
3)   Pertimbangan Hakim 
 Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans 
merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata 
dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau 
peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Alasan dan 
dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal. 
184 HIR, Pasal 195 Rbg, 25 UU No. 4/ 2004). Selain itu setiap 
putusan harus memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan 
jawaban, alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta 
hukum tidak tertulis, pokok perkara, beaya perkara, serta hadir 
tidaknya para pihak, pada waktu putusan dibacakan. 
 Keputusan Desa diatur dalam Pasal 120a HIR ( Pasal 135a (1) 
HIR ). Makna Pasal 120a HIR ( Pasal 135a (1) HIR ), bahwa 
putusan desa berisi keputusan dengan alasan-alasan keputusan. 
Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim akan menilai 
pembuktian. Dengan diajukannya putusan desa sebagai alat bukti, 
maka dalam menilai pembuktian majelis hakim tidak boleh 
menyangkal atau harus mengakui kebenaran suatu akta otentik 
selama tidak ada bukti sebaliknya. 
4)   Amar Putusan Hakim 
        Jawaban terhadap petitum daripada gugatan adalah amar atau 
dictum. Berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap 
petitum. Amar (dictum) dibagi menjadi declaratif dan dispositif. 
l 
Bagian declaratif merupakan penetapan daripada hubungan 
hukum yang menjadi sengketa, sedangkan bagian dispositif ialah 
yang memberi hukum atau hukumannya : yang mengabulkan atau 
menolak gugatan. 
 Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua, hakim 
anggota dan panitera (Pasal. 184 ayat 3 HIR, Pasal 195 ayat 3 
Rbg, Pasal 25 UU 4/2004). Kalau Ketua sidang tidak dapat 
menanda tangani putusan, maka hal itu akan dilakukan oleh hakim 
anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya setingkat di 
bawah pangkat Ketua (Pasal. 187 ayat 1 HIR, Pasal 198 ayat 1 
Rbg), sedangkan kalau panitera berhalangan untuk menanda 
tangani putusan, hal itu harus dinyatakan dengan tegas dalam 
berita acara (Pasal. 187 ayat 2 HIR, Pasal 198 ayat 2 Rbg) 
 ( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 212-217 ) 
e. Melaksanakan Putusan Hakim (Eksekusi) 
  Suatu sengketa perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan 
ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. 
Pemeriksaan perkara diakhiri dengan dengan putusan, akan tetapi 
dengan dijatuhkannya putusan saja belum selesai persoalannya. 
Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, yang memberi 
kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan  
”Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
  Putusan hakim tidak semuanya dapat dilaksanakan, hanya 
putusan yang bersifat condemnatoir saja yang dapat dilaksanakan. 
Putusan declaratoir dan constitutif tidak memerlukan sarana pemaksa 
untuk melaksanakannya, karena tidak dimuat adanya hak atas suatu 
prestasi, sehingga terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada 
bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan. Suatu putusan 
hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan 
secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang 
dikalahkan (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 239). 
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   Suatu sengketa selesai, apabila putusan hakim yang berkekuatan 
hukum tetap dilaksanakan tanpa mendapat bantuan dari pengadilan 
dalam melaksanakan putusan tersebut, apabila pihak yang dikalahkan 
tidak mau menjalankan putusan hakim secara sukarela, maka 
diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan 
tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat 
mohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan 
melaksanakan secara paksa (execution forcee).  Pelaksanaan putusan 
hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari 
kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang 
tercantum dalam putusan tersebut ( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 
240). 
  Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh Hukum Acara 
Perdata yaitu : 
1) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan 
seterusnya dimana pihak seseorang dihukum untuk membayar 
sejumlah uang 
2)  Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR dimana 
seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan 
3)  Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi 
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Gambar 2. Alur Kerangka Pemikiran. 
 
  Putusan Majelis Hakim 
Keputusan Desa 
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  Suatu Sengketa perdata baru dapat diperiksa dan diselesaikan oleh 
hakim, apabila sengketa tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke 
pengadilan. Pembuktian adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui 
kebenaran suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. 
Dalam proses sengketa perdata bukti surat atau tulisan merupakan bukti yang 
paling penting dan utama. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu 
surat yang merupakan akta dan bukan akta. Keputusan Desa sebagai alat bukti 
tertulis mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik, yaitu 
mempunyai kekuatan pembuktian lengkap dan sempurna bagi para pihak, ahli 
waris dan orang yang diberi hak daripadanya. Setelah Majelis Hakim 
mengetahui peristiwanya dan telah menemukan hukumnya,  Majelis Hakim 






















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan inti dari penulisan hukum yang berisi hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sragen beserta pembahasannya. 
Adapun permasalahannya berupa kekuatan pembuktian Keputusan Desa dalam 
proses pemeriksaan sengketa perdata dan hambatan yang timbul dengan 
diajukannya Keputusan Desa sebagai alat bukti serta solusi untuk mengatasi 
hambatan tersebut. 
A. HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri 
Sragen tentang kasus sengketa waris, yaitu melalui hasil wawancara dengan 
Hakim Agustinus Setya W, S.H. di Pengadilan Negeri Sragen serta dari hasil 
mempelajari berkas perkara yang menggunakan Keputusan Desa sebagai alat 
bukti, maka diuraikan tentang kekuatan pembuktian Keputusan Desa dalam 
proses pemeriksaan sengketa perdata dan hambatan yang timbul dengan 
diajukannya Keputusan Desa sebagai alat bukti serta solusi untuk mengatasi 
hambatan tersebut. 
Sebelum membahas kekuatan pembuktian Keputusan Desa dalam 
proses pemeriksaan sengketa perdata, maka perlu dikemukakan terlebih 
dahulu hal-hal yang dimuat dalam berkas perkara. Data yang diperoleh dari 
berkas perkara sebagai hasil penelitian meliputi: 
a. Nomor perkara 
b. Identitas para pihak 
c. Duduk perkara 
d. Proses pemeriksaan perkara 
e. Pertimbangan hukum 
f. Amar putusan hakim 
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 Adapun data yang disajikan dalam sengketa ini adalah sebagai berikut: 
1. Nomor perkara 40/Pdt/G/1984/PN.Srg. 
2. Identitas Para Pihak 
a. KS, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Disebut sebagai 
PENGGUGAT I 
b. DP, bertempat tinggal di desa Batujamus, Kelurahan Kuto, Kecamatan 
Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Disebut sebagai PENGGUGAT II 
c. KR, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Disebut sebagai 
PENGGUGAT III. 
d. ST, bertempat tinggal di desa Banyudono, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Disebut sebagai 
PENGGUGAT IV 
e. KM, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Disebut sebagai 
PENGGUGAT V 
LAWAN 
a. MP, bertempat tinggal di desa Ngabean, Kelurahan  Kedawung, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.  Disebut sebagai 
TERGUGAT I 
b. Ahli waris dari PW 
 Masing-masing bernama: 
1. WB, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.  
2. KI, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.  
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3. SN, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen 
4. SP, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.  
5. MY, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.  
 Disebut TERGUGAT II 
c.  Ahli waris dari KO 
 Masing-masing bernama : 
1) JM, bertempat tinggal di desa Sidodadi, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen 
2) PH, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen 
3) IS, bertempat tinggal di desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, 
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen 
4) SL, bertempat tinggal di desa Siwalan, Kelurahan Mojogedang, 
Kecamatan Mojogedang, Kabupaten karanganyar. 
Disebut TERGUGAT III 
3. Duduk Perkara 
Pada tahun 1940 telah meninggal dunia orang yang bernama JO. 
Mbok JO alias SE juga sudah meninggal dunia pada tahun 1950. Dalam 
perkawinan antara JO dengan SE mempunyai 7 (tujuh ) orang anak yaitu: 
a. KO (sudah meninggal dunia) 
b. KS (Penggugat I) 
c. MP (Tergugat I berkepentingan) 
d. DP ( Penggugat II) 
e. KR ( Penggugat III) 
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f. PW (Sudah meninggal dunia) 
g. ST (Penggugat IV) 
KO sudah meninggal dunia dan meningalkan 5 (lima) orang anak 
yaitu: KM (Penggugat V), JM, PH, IS, SL. PW juga sudah meninggal 
dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu: WB, KI, SN, SP, MY. 
JO meninggalkan 7 (tujuh) orang anak juga meninggalkan harta 
peninggalan berupa: 
a. Tanah sawah persil No. 178-125, kelas II luas 10170 m2 dengan batas-
batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara :  Jalan 
Sebelah Timur :  Sungai 
Sebelah Selatan :  Sawah KM 
Sebelah barat :  Jalan  
b. Tanah pekarangan persil No. 186-205, kelas II luas 2015 m2 dengan 
batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara :  Pekarangan JP 
Sebelah Timur :  Pekarangan KM 
Sebelah Selatan :  Jalan 
 Sebelah barat :  Jalan 
Setelah pak JO meninggal dunia, tanah sawah dan tanah 
pekarangan dikerjakan oleh PW dengan ST masing-masing setengah 
bagian. Tanah sawah yang sebelah selatan dikerjakan oleh ST, sedangkan 
yang sebelah utara dikerjakan oleh PW masing-masing luasnya sekitar 
5.000 m2. Tanah pekarangan yang sebelah barat dikerjakan oleh ST, 
sedangkan yang sebelah  Timur dikerjakan oleh PW. 
Tanah sawah yang setengah bagian yaitu yang berada di sebelah  
Utara, setelah PW meninggal dunia dikerjakan oleh WB dan SI, sedangkan 
lviii 
yang setengah bagian yaitu yang berada di sebelah selatan dikerjakan ST. 
Tanah pekarangan seluruhnya dikuasai oleh WB. 
Tanah sawah dan tanah pekarangan di dalam buku C Kelurahan 
atas nama PW tersebut, karena dulu setat tanah belum bisa dipecah-pecah. 
Tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut adalah harta peninggalan dari 
JO yang belum pernah dibagi waris. Sudah berulang kali para Penggugat 
minta secara damai pada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon 
kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa dan 
memutus sebagai berikut. 
PRIMAIR 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 
2. Menetapkan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat 
berkepentingan I adalah ahli waris anak dari almarhum JO dan 
Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat berkepentingan VI, VII, VIII 
adalah ahli waris pengganti dari PW anak dari JO, dan Penggugat V, 
Tergugat berkepentingan II, III, IV dan V adalah ahli waris pengganti 
dari almarhum KO anak dari JO. 
3. Menetapkan bahwa sawah dan tanah pekarangan tersebut adalah harta 
peninggalan dari JO yang belum dibagi waris 
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah sawah dan 
tanah pekarangan sengketa tersebut kepada penggugat-penggugat 
selanjutnya dibagi waris 





Mengadili perkara ini yang seadil-adilnya. 
4. Proses Pemeriksaan Perkara 
  Pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang 
menghadap sendiri-sendiri dan oleh Hakim Pengadilan Negeri diusahakan 
perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan 
perkara dilanjutkan. Selama proses berlanjut diperoleh penjelasan 
mengenai susunan person pihak-pihak disusun menurut urutan ahli waris 
dalam perkara ini. 
Untuk menguatkan gugatan Penggugat, saksi I dan saksi II  
Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: 
a. P.I yaitu selembar Fotocopy wajib pajak bumi atas tanah sawah dan 
tanah kering atas nama PW. 
b. P.II yaitu selembar fotocopy Keputusan Desa tertanggal 26-3-1942 
No. 2 bagian I hal lumuntonya ( kelanjutannya stat pada seseorang) 
sanggan JO yang telah meninggal dunia patok 125 erf 205. P.II berisi 
tentang lumuntonya sanggan, yang menyatakan bahwa “Orang yang 
bernama JO sudah meninggal dunia punya sanggan sawah patok no. 
125 dan erf no. 205 dimohon waris anak laki-laki bernama PW, 
berumah di dukuh Gondang“.  
c. P.III merupakan halaman lanjutan dari P.II berisi nama dan tanda 
tangan perangkat desa yang membuat kumpulan atau rembug desa 
yaitu lurah desa, carik desa dan kebayan. 




e. P.V yaitu selembar fotocopy petuk C dalam huruf C.87 – 1935 atas 
tanah sawah seluas 10. 170 m2 persil 178 patok 125 dan tanah 
pekarangan seluas 2015 m2 persil 180 patok 205 atas nama JO. 
Untuk menguatkan sanggahan Tergugat II, pihak Tergugat II telah 
mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : 
a. T.I yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 15 atas 
nama PW. 
b. T.II, T.III, T. IV, T.V yaitu empat lembar surat tanda Pembayaran 
Ipeda tahun 1981, 1982, 1983, 1984 atas nama PW.  
Selain alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat mengajukan 
saksi-saksi yang mana sebelum memberikan kesaksian kesemuanya sudah 
disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut: 
a. SW 
 Saksi selaku carik desa menerangkan bahwa JO beserta istrinya 
telah meninggal dunia pada zaman Jepang, dan telah meninggalkan 7 
orang anak masing-masing bernama: KO (sudah meninggal dunia 
zaman merdeka), KS, MP, DP, KR, PW, ST. 
 Pada masa hidupnya JO adalah kuli-kenceng, karena menguasai 
tanah sawah dan tanah pekarangan berupa tanah sanggan, yaitu tanah 
yang diperoleh dari pembagian Kerajaan dengan hak anggaduh run 
temurun. Setelah JO meninggal dunia setat jatuh kepada PW  pada 
tahun 1942 dengan Keputusan Desa No. 2 sesuai dengan aturan adat 
yang berlaku pada saat itu setat jatuh pada salah seorang ahli waris 
saja, karena tanah sanggan tidak bisa dipecah-pecah, sehingga sampai 
sekarang setat harta warisan JO atas nama PW tersebut. 
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 Saksi juga menerangkan bahwa PW meninggal dunia dengan 
meninggalkan 5 orang anak : WB, KI, SN, SP, MY. KO juga telah 
meninggal dunia sepuluh tahun yang lalu dengan meninggalkan 5 
orang anak, setelah itu tanah sawah dikuasai oleh Penggugat IV dan 
WB, masing-masing setengah hektar dan tanah pekarangan dikuasai 
WB dengan adik-adiknya. Tanah sawah tersebut terletak di selatan 
desa Gondang dan erf di desa Gondang. 
 Saksi I Penggugat bernama SW selaku Carik Desa menyerahkan 
surat-surat bukti sebagai berikut : 
1) P.I yaitu selembar Fotocopy wajib pajak bumi atas tanah sawah 
dan tanah kering atas nama PW.  
2) P.II dan P.III yaitu Dua lembar fotocopy Keputusan Desa 
tertanggal 26-3-1942 No. 2 bagian I hal lumuntonya ( 
kelanjutannya stat pada seseorang) sanggan JO yang telah 
meninggal dunia patok 125 erf 205. 
3) P.IV yaitu selembar fotocopy Register perubahan setat dari JO 
kepada PW 
b. SD 
 Saksi selaku Kepala Desa menerangkan bahwa JO dengan 
isterinya SE telah meningggal dunia pada zaman Belanda dengan 
meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak: KO, meninggal dunia tahun 
1982, KS, MP, DP, KR, PW, sudah meninggal dunia tahun 1965, ST. 
 KO meninggalkan anak antara lain KM, JM, PH, IS, dan SL, 




 Pada masa hidupnya JO adalah kuli-kenceng, karena menguasai 
tanah sawah dan tanah pekarangan berupa tanah sanggan, yaitu tanah 
yang diperoleh dari pembagian Kerajaan dengan hak anggaduh run 
temurun. Sanggan tersebut berasal dari pembagian dengan lotre dari 
Kerajaan dengan mendapat satu sanggan, sedangkan yang dimaksud 
dengan hak anggaduh adalah hak memakai tanah turun temurun dan 
bila orangnya meninggal dunia setat tanah jatuh kepada anak laki-laki 
tertua yang tinggal menetap di tempat itu, karena hak anggaduh tidak 
bisa di pecah-pecah. Tanah sawah seluas satu hektar terletak di 
Selatan desa Gondang dan erf di desa Gondang. 
 Setelah JO meninggal dunia tanah-tanahnya jatuh kepada PW 
berdasarkan Keputusan Desa no. 2 tahun 1942, oleh karena tanah-
tanah tersebut tidak bisa jatuh kepada anak laki-laki tertua KO, 
disebabkan KO telah mempunyai sanggan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku pada waktu itu seseorang hanya boleh menguasai tanah 
satu sanggan saja, sehingga setat tanah tersebut atas nama PW. 
 Saksi juga menerangkan sejak tahun 1942 setengah tanah sawah 
dikuasai Penggugat IV dan yang setengah dari tanah sawah dikuasai 
PW beserta tanah pekarangan. Harta warisan JO sampai sekarang 
belum pernah dibagi waris dan terhadap harta warisan JO atas tanah 
sengketa masih bisa dibagi waris, karena Keputusan Desa pada 
tanggal 26 Maret 1942 no. 2 bagian I tersebut yang jatuh kepada PW 
adalah setat tanah tersebut saja yang tidak bisa dipecah-pecah, 
sedangkan materi warisan masih warisan JO yang belum dibagi waris. 
 Saksi II Penggugat selaku Kepala Desa memperoleh selembar 
fotocopy petuk C dalam huruf C.87 – 1935 atas tanah sawah seluas 
10.170 m2 persil 178 patok 125 dan tanah pekarangan seluas 2015 m2 
persil 180 patok 205 atas nama JO, bukti  P. V.  
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c.  DO 
 Saksi selaku Kebayan Desa menerangkan bahwa JO dengan 
isterinya SE telah meningggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) 
orang anak: KO meninggal dunia tahun 1982, KS, MP, DP, KR, PW, 
sudah meninggal dunia tahun 1965, ST. 
 KO meninggalkan lima orang anak antara lain : KM, JM, PH, 
IS, dan SL. Serta PW meninggalkan lima anak antara lain: WB, KI, 
SN, SP dan MY. 
 Pada masa hidupnya JO adalah kuli-kenceng, karena menguasai 
tanah sawah dan tanah pekarangan dengan hak anggaduh run temurun 
atas satu sanggan. Tanah sanggan adalah tanah pembagian dari 
Kerajaan dengan bagian satu sanggan saja. Hak anggaduh run temurun 
adalah bisa jatuh kepada anak laki-laki tertua dan setatnya tidak bisa di 
pecah-pecah. Setelah JO meninggal harta warisan belum pernah dibagi 
waris. Sejak zaman Jepang sampai sekarang  tanah sawah dikuasai 
oleh Penggugat IV dan WB, masing-masing setengah hektar dan tanah 
pekarangan dikuasai WB dengan adik-adiknya. 
 Berbeda dengan para Penggugat, Tergugat tidak mengajukan 
saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang 
dikemukakannya. Para Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat yang 
tersebut di atas. 
5. Pertimbangan Hukum 
   Setelah mendapat penjelasan dari pihak Penggugat dan Tergugat 
dipersidangan, penjelasan sesuai pula dengan silsilah yang tersebut dalam 
surat gugat, maka susunan subyek-subyek menurut urutan ahli waris 
dalam sengketa ini.  
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   Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan saksi-
saksinya. SW selaku Carik Desa, SD selaku Kepala Desa dan DO selaku 
Kebayan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas. 
   Saksi I Penggugat bernama SW selaku Carik Desa dan SD selaku 
Kepala Desa telah menyerahkan surat-surat dipersidangan dengan tanda 
P.I sampai P.V. dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di 
persidangan, akan tetapi Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti 
dengan tanda T.I sampai dengan T.V. 
   Berdasarkan pengakuan para Tergugat dan kesaksian saksi-saksi 
Penggugat, bahwa JO beserta istrinya SE telah lama meninggal dunia 
dengan meninggalkan ahli waris KO, Penggugat I, Penggugat II, 
Penggugat III, Tergugat I, dan PW dan KO telah meninggal dunia dengan 
meninggalkan ahli waris JM, PH, IS, SL dan KM. Serta PW 
meninggalkan ahli waris WB, KI, SN, SP dan MY. Hukum Adat di Jawa 
Tengah pada umumnya memperbolehkan penggantian tempat.  
  Silsilah Penggugat-penggugat dengan Tergugat-tergugat dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
      
+
0   JO 
 
+
0  KO               0 P.I        0 T.I       0 P.II       0 P.III            
+
0  PW.        0 P. IV 
   
0 JM      0 . PH     0  IS        0 SL       0 P.V 
 
        0. WB                 0 KI             0 SN.          0 SP               0 MY 
   Berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat SD, SW, dan DO 
menyatakan bahwa pada masa hidupnya JO adalah kuli-kenceng, karena 
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menguasai satu hektar sawah dan sebidang tanah pekarangan yang berasal 
dari pembagian Kerajaan satu sanggan dengan hak anggaduh run temurun. 
   Saksi-saksi Penggugat juga menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan tanah sanggan adalah tanah yang dibagikan kepada petani dengan 
hak anggaduh run temurun, sedangkan yang dimaksud dengan hak 
anggaduh run temurun adalah hak menguasai tanah sanggan dan jika 
orangnya meninggal dunia setat tanah jatuh kepada salah seorang anak 
laki-laki yang bertempat tinggal ditempat tersebut, karena setat atas tanah 
sanggan dengan hak anggaduh run temurun tidak bisa dipecah-pecah. 
`   Sepanjang penglihatan atas buku C tahun 1935 sampai sekarang 
ini in casu surat bukti P.V tahun 1935 setat atas nama JO dan buku pajak 
bumi 1960/ 1965 C. 293 setat atas nama PW, maka yang dimaksud dengan 
setat adalah suatu nama yang tercantum dalam buku C (Petuk pajak Bumi) 
dan berfungsi sebagai suatu tanda dari siapakah akan ditarik Petuk Pajak 
Buminya. 
   Sejak zaman kerajaan sampai kebelakang, khusus peraturan 
Kerajaan sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria Nasional, 
bahwa setat Buku C (Petuk Pajak Bumi) tidak boleh vacuum oleh 
karenanya jikalau pemegang setat meninggal dunia lalu dengan segera 
harus ditunjuk dengan Keputusan Desa, salah seorang ahli waris laki-laki 
yang bertempat tinggal di Desa tersebut untuk mengisi setat orang 
meninggal dunia, agar supaya pungutan pajak bumi jangan berhenti, sebab 
tujuan utama setat adalah daftar siapakah yang membayar pajak. 
   Sehubungan dengan perbuatan lumunto sanggan pada surat P.II 
yang dimaksud dengan “Lumuntonya sanggan“. Menurut pihak penggugat 
dan Tergugat lumunto adalah lanjutan atau diteruskan, jadi lumunto 
sanggan maksudnya meneruskan sanggan yang diteruskan oleh salah 
seorang ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia. 
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   Sehubungan dengan hal tersebut bahwa yang tersebut dalam P.II 
dan P.III dan P.IV menurut kesaksian saksi I Penggugat bernama SW 
selaku Carik Desa dan saksi II Penggugat bernama SD selaku Kepala Desa 
setempat, bahwa yang diputuskan Desa surat bukti tanda P.II, P.III, dan 
P.IV tertanggal 26 Maret 1942 nomor 2 bagian I itu adalah suatu 
Keputusan Desa yang menunjuk PW untuk meneruskan setat sanggan JO 
yang telah meninggal dunia, akan tetapi tanah sawah dan tanah 
pekarangan masih merupakan harta warisan JO yang belum dibagi waris, 
itulah sebabnya Penggugat IV tetap menguasai setengah tanah sawah itu 
sejak tahun 1942 sampai sengketa ini diajukan tanpa ada gangguan 
apapun. 
    Keputusan Desa pada tanggal 26 Maret 1942 nomor 2 bagian I itu 
adalah suatu peralihan setat dari JO kepada PW, sedangkan materi tanah 
sawah dan pekarangan masih merupakan harta warisan JO yang belum 
dibagi waris, maka atas harta-harta tersebut dapat dibagi waris oleh tujuh 
orang ahli warisnya masing-masing mendapat hak yang sama sebanyak 
sepertujuh bagian. 
   Menurut Pasal 120a (I) H.I.R jo Pasal 135a (1) H.I.R, bahwa 
Keputusan Desa itu seharusnya berisi keputusan dengan alasan-alasan 
keputusan yang memutuskan siapa pemilik atas tanah sawah dan tanah 
pekarangan, akan tetapi surat tanda P.II, P.III, dan P. IV melihat isi dan 
bentuknya hanya merupakan catatan desa belaka, karena isinya hanya 
merupakan permohonan lumunto, yaitu untuk mengisi setat orang 
meninggal dunia supaya pungutan pajak bumi jangan berhenti, sebab 
tujuan utama setat adalah daftar siapakah yang membayar pajak dan 
bentuknya pun bukan merupakan keputusan.  
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   Dalam surat bukti T.I, T.II, T.III, T.IV dan T.V adalah berupa 
Petuk Pajak Bumi saja, sedangkan Petuk pajak bumi tidaklah merupakan 
suatu bukti mutlak sebagai pemilikan bagi namanya yang tercantum dalam 
petuk itu. Petuk itu hanya merupakan suatu tanda tentang siapakah yang 
harus membayar pajak, hal mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia, Reg. No. 34 K/ Sip/1960. 
   Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka 
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil 
membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan para Penggugat dapat 
dikabulkan seluruhnya. Gugatan Penggugat dikabulkan, maka ada alasan 
menghukum Tergugat-tergugat membayar biaya perkara. Mengingat 
Pasal-Pasal dalam HIR yang bersangkutan, juga aturan-aturan hukum 
yang berlaku dan Undang-undang nomor 14 tahun1970. 
6. Amar Putusan Hakim 
a. Mengabulkan gugat Penggugat-penggugat seluruhnya 
b. Menetapkan bahwa almarhum KO, KS, MP, DP, KR, ST, dan 
almarhum PW adalah ahli waris almarhum JO. 
c. Menetapkan bahwa JM, PH, IS, SL dan KM menggantikan kedudukan 
almarhum KO. 
d. Menentukan bahwa WB, KI, SN, SP, dan MY menggantikan 
kedudukan almarhum PW. 
e. Menetapkan bahwa tanah sawah seluas 10170 m2 persil 178-125 yang 
terletak di Selatan Desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, yang 
berbatas : 
 Sebelah Utara  : dengan jalan 
 Sebelah Timur : dengan sungai 
 Sebelah Selatan : sawah KM 
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 Sebelah barat  : dengan jalan 
Tanah pekarangan seluas 2015 m2 persil 186-205 yang terletak di desa 
Gondang, Kelurahan Mojodoyong, yang berbatas : 
 Sebelah Utara  : dengan tanah pekarangan JP. 
 Sebelah Timur  : dengan tanah pekarangan KM. 
 Sebelah Selatan : dengan jalan 
 Sebelah barat  : dengan jalan 
 Adalah harta warisan JO tersebut yang belum dibagi waris 
f. Menentukan bahwa hak masing-masing ahli waris mendapat 
sepertujuh bagian dari harta warisan almarhum JO tersebut 
g. Menghukum para Tergugat II untuk menyerahkan tanah sawah dan 
tanah pekarangan sengketa kepada Penggugat-penggugat dan 
seterusnya bersama-sama antara para penggugat dan Tergugat-
tergugat untuk membagi-bagi dan jikalau sulit untuk membaginya 
dapat menerima harga bagiannya dengan harga pada waktu keputusan 
dilaksanakan menurut persesuaian para ahli waris dengan hak tersebut 
di atas 
h. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara 
yang sampai pada hari ini dihitung berjumlah sebanyak Rp. 29.750,- ( 
dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ). 
  Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 8 Oktober 
1984 oleh K. SITIO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen Keputusan 
mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim 
tersebut dengan dihadiri PURWANTO, Panitera Pengganti pada 







 1.  Kekuatan Pembuktian Keputusan Desa dalam Proses Pemeriksaan 
Sengketa Perdata. 
   Sebelum membahas mengenai kekuatan pembuktian Keputusan 
Desa dalam proses pemeriksaan sengketa perdata, Peneliti akan  
menjelaskan mengenai pokok sengketa dalam sengketa waris antara KS 
dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan WB dan kawan-kawan 
sebagai Tergugat. 
   Pada tahun 1940 JO meninggal dunia dan meninggalkan tujuh 
orang anak, serta meninggalkan harta warisan berupa : 
a. Tanah sawah persil No. 178-125, kelas II luas 10170 m2  terletak di 
selatan desa Gondang. 
b. Tanah pekarangan persil No. 186-205, kelas II luas 2015 m2  terletak 
di desa Gondang. 
Pada masa hidupnya JO adalah kuli-kenceng, karena menguasai tanah 
sawah dan tanah pekarangan berupa tanah sanggan, yaitu tanah yang 
diperoleh dari pembagian Kerajaan dengan hak anggaduh run temurun.  
   Tanah sanggan adalah tanah yang dibagikan kepada petani dengan 
hak anggaduh run temurun, sedangkan yang dimaksud dengan hak 
anggaduh run temurun adalah hak menguasai tanah sanggan, dan jika 
orangnya meninggal dunia, setat tanah jatuh kepada salah seorang anak 
laki-laki yang bertempat tinggal ditempat tersebut, karena setat atas tanah 
sanggan dengan hak anggaduh run temurun tidak bisa dipecah-pecah. 
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Setelah JO meninggal dunia setat jatuh kepada PW pada tahun 
1942 dengan Keputusan Desa No. 2 bagian I. Sesuai dengan aturan adat 
yang berlaku pada saat itu setat jatuh pada salah seorang ahli waris saja, 
karena tanah sanggan tidak bisa dipecah-pecah, sehingga sampai sengketa 
perdata ini diajukan yaitu pada tahun 1984 setat harta warisan JO masih 
atas nama PW. 
   Setelah PW meninggal dunia, para Tergugat (WB dan saudaranya ) 
selaku anak-anak dari PW hendak menguasai seluruh harta peninggalan 
JO. Berdasarkan hal tersebut para Penggugat, ahli waris yang lain dari JO 
tidak terima kemudian mengajukan gugatan sengketa perdata Nomor 40/ 
Pdt/ G/ 1984/ PN.Srg. ke Pengadilan Negeri Sragen. 
   Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata Nomor 
40/Pdt/G/1984/PN.Srg Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat, 
melainkan saksi- saksi yaitu : 
a. Saksi 1 SW, selaku Carik Desa. 
b. Saksi 2 SD, selaku Kepala Desa. 
c. Saksi 3 DO, selaku Kebayan Desa. 
 Saksi I Penggugat bernama SD selaku Carik Desa menyerahkan surat-
surat bukti sebagai berikut : 
a. P.I. yaitu selembar Fotocopy wajib pajak bumi atas tanah sawah dan 
tanah kering atas nama PW.  
Wajib pajak merupakan pemilik hak, yang berkewajiban untuk 
membayar pajak bumi. 
b. P.II yaitu fotocopy Keputusan Desa tertanggal 26-3-1942 No. 2 bagian 
I hal lumuntonya ( kelanjutannya stat pada seseorang) sanggan JO 
yang telah meninggal dunia patok 125 erf 205. P.II berisi tentang 
lumuntonya sanggan, yang menyatakan bahwa “Orang yang 
bernama JO sudah meninggal dunia punya sanggan sawah patok 
no. 125 dan erf no. 205 dimohon waris anak laki-laki bernama 
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PW, berumah di dukuh Gondang“. Keputusan Desa di sini 
merupakan hasil dari rembug desa atau musyawarah desa mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan tanah, hasil musyawarah tersebut 
kemudian diajukan kepada bupati setempat untuk dimintakan 
pengesahan atau penolakan. 
c. P.III yaitu halaman lanjutan dari Keputusan Desa tertanggal 26-3-1942 
No.2 bagian I hal lumuntonya sanggan JO yang telah meninggal dunia 
patok 125 erf 205. P.III berisi nama dan tanda tangan perangkat desa 
yang membuat kumpulan atau rembug desa yaitu lurah desa, carik desa 
dan kebayan. 
d. P.IV yaitu selembar fotocopy Register perubahan setat dari JO kepada 
PW. Dalam P.IV tertulis ”JO sudah meninggal pada tahun 1940, 
punya sanggan sawah dan erf lantas dimohon anak laki-laki 
bernama PW dan sudah diputus desa pada tanggal 26 Maret 1942 
No.2”. 
Register merupakan suatu daftar isian untuk pendaftaran hak dan 
perubahan-perubahannya, dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah 
disebut buku tanah. 
   Saksi II Penggugat bernama SD selaku Kepala Desa menyerahkan 
surat bukti berupa : 
e. P.V yang merupakan selembar fotocopy petuk C dalam huruf C.87 – 
1935 atas tanah sawah seluas 10.170 m2 persil 178 patok 125 dan 
tanah pekarangan seluas 2015 m2 persil 180 patok 205 atas nama 
JO. 
 Saksi III Penggugat bernama DO selaku Kebayan Desa 
menerangkan bahwa JO dengan isterinya telah meningggal dunia dengan 
meninggalkan tujuh orang anak. Pada masa hidupnya JO adalah kuli-
kenceng, karena menguasai tanah sawah dan tanah pekarangan dengan 
hak anggaduh run temurun atas satu sanggan. Setelah JO meninggal harta 
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warisan belum pernah dibagi waris. Sejak zaman Jepang sampai tahun 
1984 tanah sawah dikuasai oleh Penggugat IV dan WB masing-masing 
setengah hektar, dan tanah pekarangan dikuasai WB dengan adik-adiknya. 
 
Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi, hanya alat bukti surat 
untuk membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat,  antara lain: 
a. T.I yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)  No. 
15 atas nama PW. 
b. T.II yaitu Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1981 atas nama PW. 
c. T.III yaitu Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1982 atas nama PW 
d.  T. IV yaitu Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1983 atas nama PW 
e.  T.V yaitu Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun1984 atas nama PW. 
 Pada proses pemeriksaan sengketa perdata ini, hakim dalam 
menilai pembuktian menggunakan Teori Pembuktian Positif dimana di 
samping ada larangan, teori ini juga menghendaki adanya perintah kepada 
hakim untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan pembuktian. Hakim 
terikat dengan akta otentik ketika akta otentik tersebut tidak bisa 
dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan, namun hakim tidak terikat 
dengan akta otentik kalau akta otentik tersebut dapat dibuktikan 
sebaliknya. Dalam sengketa waris tersebut pihak Penggugat tidak 
mengajukan alat bukti surat melainkan alat bukti saksi, hakim terikat 
dengan alat bukti surat yang diajukan oleh saksi pihak Penggugat, karena 
alat bukti surat tersebut tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh para 
Tergugat.  
   Saksi I Penggugat mengajukan alat bukti beberapa surat. Alat 
bukti yang pertama P.I berupa Selembar fotocopy wajib pajak bumi atas 
tanah sawah dan tanah kering atas nama PW. Penggugat dapat 
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membuktikan bahwa surat pajak tanah hanya menunjuk nama orang yang 
wajib membayar pajak dan tidak dapat membuktikan hak milik seseorang 
atas tanah tersebut.  
 
   Alat bukti P.II yaitu Keputusan Desa tanggal 26 Maret  tahun 1942 
No. 2 bagian I  berisi tentang lumuntonya sanggan. Menurut pihak 
Penggugat dan Tergugat lumunto adalah lanjutan atau diteruskan, jadi 
lumunto sanggan maksudnya meneruskan sanggan yang diteruskan oleh 
salah seorang ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia. Alat 
bukti yang ketiga bukti P.III merupakan halaman lanjutan dari P.II berisi 
nama dan tanda tangan perangkat desa yang membuat kumpulan atau 
rembug desa yaitu lurah desa, carik desa dan kebayan. 
Untuk menguatkan pembuktian P.II dan P.III, saksi Penggugat 
mengajukan Alat bukti surat yang keempat P.IV yaitu berupa selembar 
fotocopy Register perubahan setat dari JO kepada PW. Surat bukti P.II dan 
P.III Keputusan Desa tertanggal 26 Maret 1942 Nomor 2 bagian I dan 
bukti P.IV Register perubahan setat dari JO kepada PW adalah Keputusan 
Desa yang menyatakan PW memohon waris untuk meneruskan setat 
sanggan JO yang telah meninggal dunia supaya tidak terjadi kekosongan 
membayar pajak, karena tujuan utama setat adalah daftar siapakah yang 
membayar pajak. Tanah sawah dan tanah pekarangan masih merupakan 
harta warisan JO yang belum dibagi waris (P.V), itulah sebabnya 
Penggugat IV tetap menguasai setengah hektar tanah sawah, yaitu tanah 
sawah yang sebelah Selatan sejak tahun 1942 sampai sengketa ini 
diajukan (Tahun 1984) tanpa ada gangguan apapun. Penggugat IV 
menguasai setengah hektar tanah sawah, dikarenakan pada saat itu 
Penggugat IV sudah kuat gawe.  
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Dalam Keputusan Desa P.II, P.III hanya dicantumkan satu nama 
saja yaitu anak yang tertua untuk memperoleh hak sanggan. KO (anak 
laki-laki pertama JO) sudah memiliki hak sanggan, dan menurut peraturan 
yang berlaku seseorang tidak diperkenankan memiliki hak sanggan 
rangkap, sehingga lumuntonya hak sanggan JO dimohon PW. Sesuai 
urutan PW lebih tua daripada Penggugat IV, sehingga yang dicantumkan 
hanya nama PW, tetapi dalam pelaksanaannya tanah sawah dikerjakan 
bersama-sama oleh PW dan ST (Penggugat IV) masing-masing setengah 
hektar tanah sawah.  
Khusus peraturan Kerajaan ( Rijksblad Kasoenanan ) sebelum 
berlaku Undang-Undang Pokok Agraria Nasional, bahwa setat Buku C 
(Petuk Pajak Bumi) tidak boleh vacuum oleh karenanya jikalau pemegang 
setat meninggal dunia lalu dengan segera harus ditunjuk dengan 
Keputusan Desa, salah seorang ahli waris laki-laki yang bertempat tinggal 
di Desa tersebut untuk mengisi setat orang yang meninggal dunia, agar 
supaya pungutan pajak bumi jangan berhenti. Tujuan utama setat adalah 
daftar siapakah yang membayar pajak, bukan merupakan suatu bukti 
kepemillikan.  
   Menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal  25 Juni 1973 No. 84 
K/Sip/1973 catatan mengenai tanah dalam buku letter C tidak mempunyai 
kekuatan bukti yang mutlak bahwa nama yang tercantum didalamnya 
adalah pemilik, melainkan masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. 
Dalam sengketa ini, Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa 
apa yang dinyatakan dalam petuk C huruf sawah C.87 – 1935 atas tanah 
sawah seluas 10. 170 m2 persil 178 patok 125 dan tanah pekarangan seluas 
2015 m2 persil 180 patok 205 atas nama JO itu adalah tidak benar. 
   Setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 
1960 untuk menjadikan hak milik atas tanah, maka orang yang ditunjuk 
dalam Keputusan Desa untuk meneruskan setat nama orang yang telah 
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meninggal harus mendaftarkan di Kantor Pertanahan kemudian akan 
dibuatkan setifikat tanah, dengan kata lain tanah sanggan untuk dapat 
dinyatakan sebagai hak milik harus dikonversikan terlebih dahulu. Sampai 
sengketa ini diajukan Tergugat tidak mempunyai surat tanda bukti 
kepemilikan atau sertifikat tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
yang kuat. 
   Beberapa pendapat tentang Keputusan Desa, diantaranya: 
Keputusan Desa itu sendiri merupakan akta otentik yang mempunyai 
kekuatan hukum yang kuat, karena Keputusan Desa merupakan penetapan 
administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan merupakan 
lembaga peradilan yang sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga 
eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak 
wenang untuk menilai Keputusan Desa dengan membatalkan atau 
mengesahkannya (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 195-196). 
Menurut A.M. Donner dalam bukunya Amrah Muslimin 
”Beschikking” adalah tindakan pemerintahan dalam jabatan, yang secara 
sepihak dan disengaja dalam suatu hal tertentu, menetapkan suatu 
hubungan hukum atau keadaan hukum yang sedang berjalan atau 
menimbulkan suatu hubungan baru, atau menolak salah satu yang 
dimaksud (Amrah Muslimin, 1985:114). Dalam  Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang No.5 Tahun 1986 dirumuskan bahwa suatu penetapan harus 
tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang 
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan 
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata (Philipus M. Hadjon,1993). 
Selama Keputusan Desa tersebut tidak ada yang 
mempermasalahkan, maka nama yang tertera dalam Keputusan Desa 
tersebut adalah merupakan pemilik tanah, tetapi apabila ada yang 
mempermasalahkan atau menggugat maka yang berhak memutuskan 
adalah Pengadilan Negeri setempat ( Hasil wawancara dengan Hakim 
Agustinus Setya W, S.H. tanggal 15 Februari 2008 ).  
Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1958 
Majalah Hukum No. 7-8 tahun 1958 menyatakan bahwa Keputusan Desa 
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tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karena keputusan 
Perdamaian Desa tentang sawah merupakan bukti yang kuat bagi mereka 
yang dalam Keputusan Desa dianggap sebagai yang berhak atas sawah itu 
dan hanya dapat diruntuhkan oleh pembuktian lawan yang kuat. Rubini 
juga menyatakan bahwa ”Suatu Keputusan Adat Perdamaian Desa tidak 
mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman, 
sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri 
dapat menyimpang dari keputusan tersebut dan dalam hal ini alasan 
hukum yang kuat ialah fakta yang terbukti di persidangan” ( I. Rubini, et. 
Al, 1977: 306-307). 
   Menurut Pasal 120a (I) H.I.R jo Pasal 135a (1) H.I.R, bahwa 
seharusnya Keputusan Desa berisi keputusan dengan alasan-alasan 
keputusan yang memutuskan siapa pemilik atas tanah sawah dan tanah 
pekarangan. Makna Pasal 120a (I) HIR jo Pasal 135a (I) HIR yaitu, bahwa 
Keputusan Hakim Desa harus menyebutkan secara jelas isinya, sehingga 
kalau dikemudian hari timbul perselisihan dan diajukan ke Pengadilan 
Negeri, maka Hakim Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan alasan-
alasan putusan Hakim Desa tersebut untuk memutuskan perselisihan 
tersebut. Pada dasarnya putusan Hakim Desa dalam Pasal 120a (I) HIR jo 
Pasal 135a (I) adalah bentuk putusan menurut hukum adat, yaitu putusan 
tersebut bisa dijalankan jika tidak ada perselisihan, apabila timbul 
perselisihan terhadap Keputusan Desa tersebut, maka Undang-undang 
tidak menghalangi orang yang berselisih tersebut menghendaki putusan 
hakim yang dibentuk oleh undang-undang ( Hasil wawancara dengan 
hakim Agustinus Setya W, SH. Tanggal 15 Februari 2008 ). 
   Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya Keputusan Desa 
mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik, yaitu lengkap dan 
sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang 
mendapat hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih 
dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta 
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otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu 
bahwa pernilainnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Penggugat 
tetap berkeyakinan bahwa terhadap harta peninggalan JO tersebut masih 
bisa di bagi waris, karena Keputusan Desa tanggal 26 Maret  tahun 1942 
No. 2 bagian I bukti P.II, P.III melihat isi dan bentuknya hanya merupakan 
catatan desa belaka, karena isinya hanya merupakan permohonan 
Lumunto untuk meneruskan setat sanggan dan bentuknya bukan 
merupakan keputusan.  
   Dengan kata lain Keputusan Desa (P.II, P.III) tersebut disebut 
Keputusan Desa tetapi bukan Keputusan Desa, karena tidak memenuhi 
kriteria (syarat) untuk disebut Keputusan, sebab di dalam bukti P.IV hanya 
tertulis bahwa permohonan lumuntonya sanggan JO kepada PW telah di 
putus desa, tetapi Keputusan Desa yang dimaksud tidak ada. Hal mana 
sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
tertanggal 10 Februari 1960 Reg. No. 34 K/ Sip/ 1960. Dapat disimpulkan, 
bahwa bukti P.II, P.III yaitu Keputusan Desa tanggal 26 Maret  tahun 
1942 No. 2 bagian I hal lumuntonya sanggan JO merupakan akta otentik 
yang cacat hukum, karena bukti P.II, P.III tidak memenuhi kriteria (syarat) 
untuk disebut Keputusan Desa, sehingga dalam proses pemeriksaan 
perkara perdata ini hakim mengesampingkan Keputusan Desa tersebut. 
Dalam proses pembuktian Penggugat dapat menunjukkan bahwa 
Keputusan Desa tanggal 26 Maret  tahun 1942 No. 2 bagian I bukti P.II, 
P.III, dan P. IV merupakan catatan desa saja, sehingga pernilaiannya 
diserahkan kepada hakim. Kenyataannya Penggugat IV masih menguasai 
dan mengerjakan setengah hektar tanah sawah dari tahun 1942 sampai 
sengketa ini diajukan, yaitu tahun 1984 tanpa ada gangguan apapun. 
   Bukti P.V merupakan bukti hak milik tanah sawah dan tanah 
pekarangan atas nama JO yang telah meninggal dunia. Catatan buku C 
hanya merupakan setat sampiran yang bertanggung jawab atas pajak bumi, 
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sedang secara materiil tanah yang menjadi sengketa adalah peninggalan 
almarhum JO yang belum dibagi waris. 
 
Pengajuan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan 
sidang pengadilan dengan didengar keterangannya di bawah sumpah 
ternyata memperkuat peristiwa hukum yang terjadi. Saksi I Penggugat 
yang bernama SW selaku Carik Desa dan saksi II Penggugat bernama SD 
selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa yang diputuskan desa surat bukti 
P.II, P.III, dan P.IV tersebut yang jatuh kepada PW adalah setat tanah 
tersebut saja yang tidak bisa dipecah-pecah, sedangkan materi warisan 
masih warisan JO yang belum dibagi waris. 
   Dalam proses pemeriksaan di pengadilan Tergugat tidak dapat 
membuktikan bahwa Keputusan Desa tersebut adalah suatu Keputusan 
yang menyatakan PW merupakan pemilik atas tanah sawah dan 
pekarangan JO yang sudah meninggal dunia, sehingga Keputusan Desa 
tersebut tidak dapat disebut akta otentik yang sebenarnya. Penggugat 
dapat membuktikan sebaliknya bahwa Keputusan Desa tersebut 
merupakan akta otentik yang cacat hukum, karena melihat isi dan 
bentuknya bukan merupakan suatu keputusan hanya catatan desa saja.  
Mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yang 
merupakan bantahan terhadap dalil-dalil dari Penggugat hanya dinyatakan 
sebagai alat bukti surat bukan akta otentik, karena alat bukti tersebut tidak 
dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah sawah dan tanah pekarangan 
yang disengketakan. Kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang bukan 
akta itu sendiri diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1881 ayat 2 
KUHPerdata, Pasal 294 ayat 2 Rbg).  
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Surat Bukti T.I yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah 
No. 15 atas nama PW tidak dapat menunjukkan suatu bukti kepemilikan, 
hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 
Februari 1960 No. 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa “Surat 
ketetapan pajak bukan merupakan tanda bukti mutlak karena sering terjadi 
bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik 
tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain”.  
Untuk alat bukti Tergugat yang lain yaitu T.II, T.III, T.IV dan T.V 
masing-masing berupa selembar surat tanda Pembayaran Ipeda tahun 1981 
sampai tahun 1984 atas nama PW hanya merupakan petuk pajak bumi 
sekarang namanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Petuk pajak bumi 
tidaklah merupakan suatu bukti mutlak sebagai pemilik bagi namanya 
yang tercantum dalam petuk, karena petuk hanya suatu tanda tentang 
siapakah yang harus membayar pajak.  
Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Tergugat juga tidak bisa 
membuktikan PW merupakan pemilik harta kekayaan yang diwariskan 
oleh JO yang telah meninggal dunia. PW hanya meneruskan setat dari JO, 
karena meskipun dalam bukti P.IV menyatakan bahwa telah di putus desa 
pada tanggal 26 maret 1942, tetapi dalam bukti P.V masih atas nama JO. 
Dalam kenyataannya tanah sawah dan tanah pekarangan juga dikuasai dan 
dikerjakan PW bersama  ST (Penggugat IV) masing-masing setengah 
hektar tanah sawah tanpa ada gangguan apapun dari tahun 1942 sampai 
tahun 1984. 
Hakim dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat 
untuk seluruhnya. Dalam memberikan putusan akhir, hakim tidak 
bertentangan dengan hukum dan peraturan diatasnya dan tidak 
bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hakim 
menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
a. Mengabulkan gugat Penggugat-penggugat seluruhnya 
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b. Menetapkan bahwa almarhum KO, KS, DS, KR, ST, MP dan 
almarhum PW adalah ahli waris almarhum JO. 
c. Menetapkan bahwa JM, PH, IS, SL dan KM  menggantikan 
kedudukan almarhum KO. 
d. Menentukan bahwa WB, KI, SN, SP, dan MY  menggantikan 
kedudukan almarhum PW. 
e. Menetapkan bahwa tanah sawah seluas 10170 m2 persil 178-125 yang 
terletak di Selatan Desa Gondang, Kelurahan Mojodoyong, yang 
berbatas : 
 Sebelah Utara  : dengan jalan 
 Sebelah Timur : dengan sungai 
 Sebelah Selatan : sawah KM 
 Sebelah barat  : dengan jalan 
 
Tanah pekarangan seluas 2015 m2 persil 186-205 yang terletak di desa 
Gondang, Kelurahan Mojodoyong, yang berbatas : 
 Sebelah Utara  : dengan tanah pekarangan JP   
 Sebelah Timur  : dengan tanah pekarangan KM 
 Sebelah Selatan : dengan jalan 
 Sebelah barat  : dengan jalan 
 Adalah harta warisan JO tersebut yang belum dibagi waris 
f Menentukan bahwa hak masing-masing ahli waris mendapat 
sepertujuh bagian dari harta warisan almarhum JO tersebut.  
g.  Menghukum para Tergugat II untuk menyerahkan tanah sawah dan 
tanah pekarangan sengketa kepada Penggugat-penggugat dan 
seterusnya bersama-sama antara para penggugat dan Tergugat-
tergugat untuk membagi-bagi dan jikalau sulit untuk membaginya 
dapat menerima harga bagiannya dengan harga pada waktu keputusan 
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dilaksanakan menurut persesuaian para ahli waris dengan hak tersebut 
di atas.  
h   Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara 
yang sampai pada hari ini dihitung berjumlah sebanyak Rp. 29.750,- ( 
dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ). 
   Putusan Hakim tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan 
bahwa : Keputusan Desa tertanggal 26 Maret  tahun 1942 No. 2 bagian I 
hal lumuntonya sanggan JO merupakan akta otentik yang cacat hukum. 
Hakim dalam proses pemeriksaan hanya menilai bahwa surat bukti P.II, 
P.III, dan P.IV tertanggal 26 Maret 1942 nomor 2 bagian I adalah suatu 
cacatan desa saja yaitu Keputusan Desa yang menyatakan PW memohon 
untuk meneruskan setat sanggan JO yang telah meninggal dunia, bukan 
suatu keputusan yang menunjuk PW sebagai pemilik harta peninggalan 
JO, sehingga harta peninggalan tersebut masih merupakan harta warisan 
JO yang belum dibagi waris  
   Menurut Peneliti, selain pertimbangan hakim bahwa Keputusan 
Desa tertanggal 26 Maret 1942 nomor 2 bagian I cacat hukum, juga 
didasarkan adanya bukti P.V berupa selembar fotocopy petuk C dalam 
huruf C.87 – 1935 atas tanah sawah seluas 10. 170 m2 persil 178 patok 
125 dan tanah pekarangan seluas 2015 m2 persil 180 patok 205 atas nama 
JO, dan dalam kenyataannya tanah sawah dikuasai dan dikerjakan PW 
bersama Penggugat IV masing-masing setengah hektar tanah sawah tanpa 
ada gangguan apapun dari tahun 1942 sampai tahun 1984. 
2. Hambatan yang Timbul dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata 
dengan Diajukannya Keputusan Desa sebagai Alat bukti dan Solusi 
untuk Mengatasi Hambatan Tersebut. 
i. Telah meninggalnya Perangkat Desa yang membuat Keputusan 
Desa dan tidak adanya masyarakat setempat yang turut menyaksikan 
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pembuatan Keputusan Desa, ketika Keputusan Desa tersebut 
diajukan sebagai alat bukti di persidangan, maka mereka tidak bisa 
dijadikan saksi mengenai Keputusan Desa yang dimaksud. Solusi 
untuk mengatasi hambatan tersebut Hakim dapat menggunakan 
keyakinannya untuk menilai apakah nama yang tertera dalam 
Keputusan Desa tersebut merupakan pemilik atas tanah yang 
menjadi sengketa. 
ii. Keputusan Desa yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat 
Keputusan Desa, yaitu berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan 
oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan 
hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, 
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata, tetapi hanya bersifat catatan saja. Untuk mengatasi 
hambatan tersebut Pejabat yang berwenang untuk itu dapat lebih 
berhati-hati dalam membuat suatu Keputusan Desa yang memenuhi 
syarat-syarat Keputusan Desa, apabila dikemudian hari timbul 
permasalahan dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan 
pembuktian lengkap dan sempurna bagi para pihak dan ahli 
warisnya serta orang yang diberi hak daripadanya. 
iii. Mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang 
mengharuskan peralihan atas hak tanah dilakukan oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, para pihak tidak tahu peraturan tersebut. 
Untuk mengatasinya perlu diadakan penyuluhan hukum yang 
sifatnya terpadu yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional, 
sehingga masyarakat akan mengerti pentingnya sertifikat, dan 
sosialisasi ke desa-desa melalui perangkat daerah untuk 
mengiventarisasi tanah mereka di kantor pertanahan guna menjamin 
tertib hukum dan kepastian atas hak tanah, apabila suatu saat nanti 
terjadi sengketa tentang kepemilikan hak atas tanah,  maka sudah 
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mempunyai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian 





 Dalam BAB IV ini dikemukakan tentang simpulan dan saran-saran. 
Adapun simpulan dan saran-saran tersebut berdasarkan pada sengketa perdata 
yang telah dilaksanakan penelitian dan pembahasan 
A. SIMPULAN 
Setelah dilakukan pembahasan pada sengketa perdata yang mengajukan  
Keputusan Desa sebagai alat bukti, maka didapatkan simpulan dan saran-saran 
sebagai berikut : 
1.  Kekuatan Pembuktian Keputusan Desa Dalam Proses Pemeriksaan 
Sengketa Perdata. 
 a.  Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1958 No. 
307 K/Sip/1958 menyatakan bahwa Keputusan Desa tidak dapat 
dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karena keputusan Perdamaian 
Desa tentang sawah merupakan bukti yang kuat bagi mereka yang 
dalam Keputusan Desa dianggap sebagai yang berhak atas sawah itu 
dan hanya dapat diruntuhkan oleh pembuktian lawan yang kuat. Dapat 
disimpulkan kekuatan pembuktian Keputusan Desa pada dasarnya 
seperti akta otentik yaitu lengkap dan sempurna bagi kedua belah 
pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak 
darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Kebenaran dari 
hal-hal yang tertulis dalam Keputusan Desa harus diakui oleh hakim, 
yaitu Keputusan Desa tersebut harus dianggap benar, selama 
kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.  
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 b.  Dalam sengketa perdata No. 40/Pdt/G/1984/PN.Srg., dalam 
pertimbangannya hakim menilai kekuatan pembuktian Keputusan 
Desa tertanggal 26-3-1942 No. 2 bagian I hal lumuntonya sanggan JO 
yang telah meninggal dunia patok 125 erf 205, bukti P.II ,P.III dan 
P.IV adalah tidak lengkap dan tidak sempurna seperti akta otentik. 
Keputusan Desa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk disebut 
Keputusan Desa, dalam proses pemeriksaan sengketa perdata ini 
hakim mengesampingkan Keputusan Desa tersebut, sehingga sengketa 
perdata tersebut tidak terbukti. Dalam proses pembuktian Penggugat 
dapat menunjukkan bahwa Keputusan Desa tanggal 26 Maret  tahun 
1942 No. 2 bagian I bukti P.II, P.III, dan P. IV merupakan catatan 
desa saja yang menyatakan PW memohon untuk meneruskan setat 
sanggan JO yang telah meninggal dunia, bukan suatu Keputusan Desa 
yang menunjuk PW sebagai pemilik tanah sawah dan tanah 
pekarangan almarhum JO. 
2.  Hambatan yang Timbul dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata 
dengan Diajukannya Keputusan Desa sebagai Alat bukti dan Solusi 
untuk Mengatasi Hambatan Tersebut. 
a.  Telah meninggalnya Perangkat Desa yang membuat Keputusan Desa 
dan tidak adanya masyarakat setempat yang turut menyaksikan 
pembuatan Keputusan Desa, ketika Keputusan Desa tersebut diajukan 
sebagai alat bukti di persidangan, maka mereka tidak bisa dijadikan 
saksi  mengenai Keputusan Desa yang dimaksud. Solusi untuk 
mengatasi hambatan tersebut Hakim dapat menggunakan 
keyakinannya untuk menilai apakah nama yang tertera dalam 





b. Keputusan Desa yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat 
Keputusan Desa, yaitu berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 
badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum 
Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, 
tetapi hanya bersifat catatan saja. Untuk mengatasi hambatan tersebut 
Pejabat yang berwenang untuk itu dapat lebih berhati-hati dalam 
membuat suatu Keputusan Desa yang memenuhi syarat-syarat 
Keputusan Desa, apabila dikemudian hari timbul permasalahan dapat 
dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian lengkap 
dan sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta orang yang 
diberi hak daripadanya. 
c. Mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang 
mengharuskan peralihan atas hak tanah dilakukan oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, para pihak tidak tahu peraturan tersebut. Untuk 
mengatasinya perlu diadakan penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu 
yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional, sehingga 
masyarakat akan mengerti pentingnya sertifikat,  dan sosialisasi ke 
desa-desa melalui perangkat daerah untuk mengiventarisasi tanah 
mereka di kantor pertanahan guna menjamin tertib hukum dan 
kepastian atas hak tanah, apabila suatu saat nanti terjadi sengketa 
tentang kepemilikan hak atas tanah,  maka sudah mempunyai alat 







Atas dasar hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Dalam rangka adanya jaminan kepastian hukum mengenai bukti 
kepemilikan atas tanah, setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA) sebaiknya masyarakat segera mendaftarkan tanah mereka di 
Kantor Pertanahan untuk mendapatkan tanda bukti kepemilikan hak atas 
tanah atau sertifikat tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang 
kuat. 
2. Keputusan Desa agar mempunyai kekuatan pembuktian lengkap dan 
sempurna seperti akta otentik, maka dalam pembuatannya harus 
memenuhi syarat-syarat  akta otentik atau jangan cacat hukum dan tidak 
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